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ABSTRAK 
NANDA DWI EMA, NIM: B111 12 030 “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak 
Pidana Perdagangan Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 
1404/Pid.B/2013/PN.Mks)”. dibawah bimbingan Syamsuddin Muchtar, 
selaku Pembimbing I dan Hj. Haeranah, selaku Pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana 
materiil terhadap pelaku tindak pidana perdagangan anak dan mengetahui 
pertimbangan hukum oleh hakim dalam Putusan Nomor 
1404/Pid.B/2013/PN.Mks. 
Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar. Teknik 
pengumpulan data adalah penelitian kepustakaan dan penelitian 
lapangan, teknik analisis data kualitatif, yaitu merupakan tata cara 
penelitian yang menghasilkan data yang deskriptif. 
 Temuan yang diperoleh dari penelitian ini yaitu : (1) penerapan 
hukum pidana materiil oleh Jaksa Penuntut Umum sudah tepat karena 
unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang semuanya terbukti dan 
berdasarkan unsur-unsur tersebut terdakwa telah sesuai divonis Pasal 2 
ayat (1) UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Perdagangan Orang. (2) Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan 
putusan pada tindak pidana perdagangan anak dalam Putusan Nomor 
1404/Pid.B/2013/PN.Mks menurut penulis sudah tepat, hal ini sesuai 
dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP yakni hakim 
dalam menjatuhkan pidana sekurang-kurangnya berdasarkan dua alat 
bukti dan keyakinan bahwa suatu tindak pidana itu benar terjadi, dan alat 
bukti dalam kasus ini berupa keterangan saksi dan keterangan terdakwa 
sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa melakukan 
tindak pidana perdagangan orang tersebut.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, 
sehingga setiap kegiatan manusia atau masyarakat yang merupakan 
aktivitas hidupnya harus berdasarkan pada peraturan yang ada dan 
norma-norma yang berlaku. Hukum tidak lepas dari kehidupan 
manusia karena hukum merupakan aturan untuk mengatur tingkah 
laku manusia dalam kehidupannya. 
Berbicara tentang tindak pidana perdagangan orang terutama 
perempuan dan anak merupakan salah satu isu yang harus dihadapi 
dunia termasuk Indonesia. Masalah perdagangan orang ini 
merupakan suatu masalah yang sangat kompleks, dari waktu ke 
waktu semakin berkembang dan meningkat, sehingga sangat sulit 
untuk menekan angka pertumbuhannya. Perdagangan orang 
merupakan perbuatan serupa dengan perbudakan modern yang 
melanggar harkat dan martabat manusia, yang bertentangan dengan 
tata hukum, serta merugikan masyarakat dan anti sosial. 
Perdagangan orang (trafficking) khususnya anak telah menjadi 
sebuah fenomena yang tiada habis-habisnya dicegah maupun 
diberantas di dunia ini. Banyak faktor yang kondusif menyebabkan 
oknum-oknum tertentu memperdagangkan anak demi kepentingannya 
semata, antara lain kemiskinan, kebutuhan kerja, kurangnya 
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pendidikan, migrasi, kondisi keluarga, pengaruh sosial budaya, 
kebutuhan para majikan, kemajuan bisnis pariwisata, dan lain-lain. 
Semua faktor tersebut berpotensi membuka peluang terjadinya 
perdagangan orang. 
Terkait dengan masalah perdagangan anak, telah dijelaskan di 
dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 
2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak bahwa perlindungan anak adalah segala 
kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar 
dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal 
sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat 
perlindungan dari kekerasaan dan diskriminasi. Ketentuan ini jelas 
menentang adanya perdagangan anak yang secara tidak langsung 
telah merampas hak-hak anak untuk tetap tumbuh berkembang 
sesuai dengan harkat dan martabatnya. 
Indonesia adalah salah satu negara asal terbesar bagi korban 
perdagangan orang, baik bersifat domestik maupun lintas-batas. 
Mayoritas korban adalah perempuan yang diperdagangkan untuk 
tujuan dipekerjakan sebagai buruh atau untuk eksploitasi seksual. 
Perdagangan orang menuju dalam negeri juga semakin menjadi isu 
serius, dengan korban berasal dari negara-negara lain di Asia 
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Tenggara atau berasal dari Amerika Selatan untuk bekerja dalam 
industri seks atau perikanan.1 
Kenyataan bahwa yang lebih dominan korban adalah 
perempuan dan anak karena merekalah kelompok yang sering 
menjadi sasaran dan dianggap paling rentan. Korban perdagangan 
orang biasanya ditipu, diberlakukan tidak manusiawi, dan 
dieksploitasi. Bentuk-bentuk eksploitasi itu sendiri diantaranya dengan 
cara memperlakukan korban untuk bekerja yang mengarah pada 
praktik-paraktik eksploitasi seksual, perbudakan atau bentuk-bentuk 
perbudakan modern, transplantasi organ tubuh untuk tujuan 
komersial, sampai penjualan bayi yang dimaksudkan untuk tujuan dan 
kepentingan mendapatkan keuntungan besar bagi pelaku perdagngan 
orang. Kasus perdagangan orang terutama terjadi di kota-kota besar 
seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Bali, Medan, Padang, Pontianak, 
Makassar dan Manado.2 
Perlunya perlindungan hukum bagi korban khususnya korban 
perdagangan orang harus diperhatikan. Bentuk perlindungan hukum 
terhadap korban perdagangan orang adalah pemberian restitusi dan 
kompensasi, layanan konseling, pelayanan medis atau pemulihan 
kesehatan fisik dan psikis (rehabilitasi), upaya pemberian bantuan 
hukum dan pendampingan, pemberian informasi dan reintegrasi 
                                                          
1 International Organization for Migration Indonesia, http://www.iom.or.id/id/aktivitas-
kami/pemberantasan-perdagangan-manusia, diakses pada 30 Oktober 2015, pukul 
19.35 WIT. 
2 Farhana, Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 
2010, hlm. 6. 
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(penyatuan kembali ke keluarganya atau ke lingkungan 
masyarakatnya).  
Gelaway yang merumuskan lima tujuan dari kewajiban 
mengganti kerugian, yaitu :3 
1. meringankan penderitaan korban; 
2. sebagai unsur yang meringankan hukuman yang akan dijatuhkan; 
3. sebagai salah satu cara merehabilitasi terpidana; 
4. mempermudah proses pengadilan; 
5. dapat mengurangi ancaman atau reaksi masyarakat dalam bentuk 
tindakan balas dendam. 
Pelaku perdagangan orang bekerja sangat rapih dan 
terorganisir. Umumya mereka melakukan pencarian korban dengan 
berbagai cara, seperti mengiming-imingi calon korban dengan 
berbagai daya upaya. Di antara para pelaku tersebut ada yang 
langsung menghubungi calon korban, atau menggunakan cara lain 
dengan modus pengiriman tenaga kerja, baik antardaerah, 
antarnegara, pemindahtanganan atau transfer, pemberangkatan, 
penerimaan, penampungan yang dilakukan sangat rapih, dan tidak 
terdeteksi oleh sistem hukum yang berlaku. Cara kerja pelaku ada 
yang bekerja sendirian ataupun secara terorganisasi yang bekerja 
dengan jaringan yang menggunakan berbagai cara, dari yang 
sederhana dengan mencari dan menjebak korban ke daerah-daerah, 
                                                          
3 Ibid., hlm. 121. 
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menggunakan teknologi canggih dengan cara memasang iklan, 
menghubungi dengan telepon genggam yang dapat diakses dimana 
saja, sampai dengan menggunakan internet. 
Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang merupakan 
salah satu tujuan dari kebijakan hukum pidana (social defence), yang 
bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat 
(socialwelfare) harus sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yaitu 
bahwa negara dan pemerintah harus melindungi segenap bangsa dan 
tanah tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, 
dan kesejahteraan umum sesuai dengan yang tertuang dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
Penting bagi negara untuk menghukum atas terjadinya pelanggaran 
HAM dalam tindak pidana perdagangan orang serta memberikan 
perlindungan kepada korban atau orang-orang yang diperdagangkan. 
Sebab tindak pidana perdagangan orang dirasakan sebagai ancaman 
bagi masyarakat, bangsa dan negara, serta terhadap norma-norma 
kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia. 
Sehingga dalam penegakan hukum memerlukan upaya yang 
menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan, serta terkordinasi dengan 
baik. Perlindungan terhadap perempuan dan anak telah menjadi tugas 
bersama segenap bangsa Indonesia untuk dapat menanggulangi 
kejahatan kemanusiaan. 
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Usaha menanggulangi kejahatan perdagangan orang 
memerlukan sumber daya yang besar dan waktu yang lama, terlebih 
perdagangan orang ini merupakan kejahatan transnasional yang 
terorganisir. Diperlukan konsolidasi antara unsur-unsur penyelenggara 
negara dan juga kerjasama dengan masyarakat luas agar upaya-
upaya penanggulangan perdagangan orang dapat bekerja secara 
efektif. 
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka 
Penulis tertarik untuk membahasnya lebih konkrit dengan 
menuangkannya ke dalam proposal penelitian yang kemudian akan di 
lanjutkan ke dalam penulisan skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis 
Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Anak (Studi Kasus 
Putusan Nomor 1404/Pid.B/2013/PN.Mks)”. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka 
permasalahan yang akan penulis teliti adalah sebagai berikut : 
1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku 
tindak pidana perdagangan anak dalam Putusan Nomor 
1404/Pid.B/2013/PN.Mks ? 
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan 
pada tindak pidana perdagangan anak dalam Putusan Nomor 
1404/Pid.B/2013/PN.Mks ?  
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C. Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini, yaitu : 
1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil 
terhadap pelaku tindak pidana perdagangan anak 
berdasarkan Putusan Nomor 1404/Pid.B/2013/PN.Mks. 
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan  
putusan pada tindak pidana perdagangan anak dalam 
Putusan Nomor 1404/Pid.B/2013/PN.Mks. 
D. Kegunaan Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk 
perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan masukan bagi 
pihak yang berkompeten di bidang hukum pada umumnya dan bidang 
hukum pidana pada khususnya terutama bagi yang berhubungan 
dengan penanganan tindak pidana perdagangan anak. Hasil 
penelitian ini juga sebagai sarana untuk memperluas wawasan bagi 
para pembaca mengenai tindak pidana perdagangan anak, serta 
untuk mengkaji dari sisi hukum tentang dasar pertimbangan hukum 
oleh hakim dalam menjatuhkan suatu hukuman terhadap kasus 
perdagangan anak. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Pengertian Tinjauan Yuridis 
Tinjauan Yuridis terdiri dari dua kata, yaitu “Tinjauan” dan 
“Yuridis” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pengertian Tinjauan, 
yaitu : 
“Tinjauan adalah pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, 
mempelajari)4 : pemeriksaan yang teliti, kegiatan pengumpulan data, 
pengolahan, analisa, dan penyajian data yang dilakukan secara 
sistematis untuk memecahkan suatu persoalan.5 
Selanjutnya pengertian “Yuridis” di dalam Kamus Besar Bahasa 
Indonesia6, yaitu : “ Yuridis adalah menurut hukum atau secara 
hukum. 
Istilah “Yuridis” berasal dari bahasa Inggris “Yuridicial” yang 
sering disinonimkan dengan arti kata hukum atau normatif. Jadi 
tinjauan yuridis berarti kajian atau analisis suatu masalah berdasarkan 
hukum dan perundang-undangan. Paul Scotthen menyatakan bahwa 
Interpretasi, penafsiran hukum, merupakan masalah yang sangat 
penting dalam kehidupan hukum.7 
                                                          
4 Kkbi.web.id 
5 Poerwadarminta,w.j.s, 2006, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 
Jakarta, hlm. 194. 
6 Op.Cit. 
7 Satjipto Rahardjo, 2006, Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis, PT. Aditya 
Bakti, Bandung, hlm. 17. 
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Setiap undang-undang merupakan bagian dari keseluruhan 
perundang-undangan. Demikian juga halnya dengan undang-undang 
yang baru, yang segera diserap kedalam struktur keseluruhan 
tersebut. Dengan demikian, apabila orang ingin memberi arti pada 
suatu undang-undang tertentu, maka ia harus melakukannya dalam 
konteks yang demikian itu. Dalam hubungan ini maka kata-kata suatu 
undang-undang mungkin tidak hanya baru menjadi jelas manakala 
dipahami dalam hubungannya dengan yang lain, melainkan juga 
mencoba untuk memahami masing-masing undang-undang 
sedemikian rupa, sehingga merupakan satu kesatuan yang berkaitan 
satu sama lain. Suatu undang-undang bisa dilihat sebagai suatu 
penggarapan lebih lanjut, suatu pengisian dan/atau penyimpangan 
dari yang lain.8 
Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa 
tinjauan yuridis memuat analisis melalui interpretasi-interpretasi 
hukum dan perundang-undangan, penalaran logis, penggunaan 
dasar-dasar teori hukum dalam pengkajian suatu masalah hukum. 
Juga memuat delik apa yang terjadi, unsur-unsur, delik terpenuhi, 
pidana, pemidanaan dan pertanggungjawaban pidana. 
 
 
 
                                                          
8 Ibid, hlm. 17. 
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B. Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Istilah tindak pidana adalah istilah paling umum untuk istilah 
strafbaar feit dalam bahasa Belanda. Terjemahan atas istilah strafbaar 
feit ke dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah 
misalnya tindak pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh 
dihukum, perbuatan pidana, strafbaar feit, dan sebagainya.9 
Simons berpendapat bahwa, tindak pidana adalah suatu 
tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-
undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan 
kesadaran oleh orang yang mampu bertanggungjawab.10 
Berikut ini adalah beberapa pengertian tindak pidana dalam arti 
strafbaar feit menurut beberapa ahli : 
a. Menurut Pompe “strafbaar feit” secara teoritis dapat dirumuskan 
sebagai suatu: “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap 
tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak 
disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana  
penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi 
terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan 
hukum.11 
                                                          
9 Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, 
hlm. 96-97. 
10 Ibid. 
11 Ibid., hlm. 98. 
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b. Van Hamel merumuskan “strafbaar feit” itu sebagai “suatu 
serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain”.12 
c. Menurut E. Utrecht “strafbaar feit” sama dengan istilah peristiwa 
pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu 
perbuatan handelen atau doen positif atau suatu melalaikan 
natelen-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan 
karena perbuatan atau melalaikan).13 
d. Vos merumuskan bahwa strafbaar feit adalah suatu kelakuan 
manusia yang diancam oidana oleh peraturan perundang-
undangan.14  
Kanter dan Sianturi menyatakan bahwa tindak pidana adalah 
suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang 
dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-
undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan 
oleh seseorang (yang mampu bertanggungjawab).15 
Moeljatno mendefinisikan tindak pidana sebagai “perbuatan 
yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai 
                                                          
12 Ibid. 
13 Leden Marpaung, Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana. Sinar Grafika, Jakarta, 
2005, hlm. 7. 
14 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 
2010, hlm. 72. 
15 Ibid., hlm. 99. 
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ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa 
yang melanggar larangan tersebut”.16 
Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa tindak pidana itu 
adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman 
pidana.17 
Menurut Van Hamel tindak pidana sebagai perbuatan manusia 
yang diuraikan oleh Undang-Undang, melawan hukum, bernilai 
pidana, dan dapat dicela karena kesalahan.18 
Dari beberapa pengertian tindak pidana tersebut, dilihat adanya 
suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana dan adanya orang 
melakukan perbuatan tersebut. Jadi, pengertian tindak pidana ini 
dapat dilihat dari dua segi, yaitu :19 
a. Segi Perbuatannya 
Perbuatannya adalah perbuatan melanggar hukum, dalam arti 
formil (suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan 
hukuman oleh undang-undang merupakan unsur tertulis dalam 
rumusan tindak pidana). Dalam arti materiil (secara tidak tegas 
dilarang dan diancam oleh undang-undang merupakan unsur tidak 
tertulis yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang tidak 
tertulis dimasyarakat, seperti asas-asas umum yang berlaku). 
                                                          
16 Adami Chazawi, Op.Cit, hlm. 71. 
17 Ibid., hlm. 75. 
18 Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 224. 
19 Alfitra, Modus Operandi Pidana Khusus Di Luar KUHP (Korupsi, Money    
Laundering, Trafficking), Raih Asa Sukses, Jakarta, 2014, hlm. 114. 
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Dengan demikian, suatu perbuatan dinyatakan merupakan tindak 
pidana apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang 
ada dalam perumusan delik dan syarat-syarat umum bagi 
pemidanaan. 
b. Bagi Orangnya 
Bagi orangnya, yaitu orangnya harus mempunyai kesalahan dan 
dapat dipertanggungjawabkan. Selain apa yang dikemukakan 
diatas, pengertian tindak pidana adalah melakukan atau berbuat 
(activehandeling) dan/atau tidak melakukan, tidak berbuat, tidak 
melakukan suatu perbuatan (passive handeling), perbuatan 
tersebut berarti melakukan, berbuat (active handeling), kelakuan 
(handeling) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan 
hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan 
oleh orang yang mampu bertanggungjawab.  
Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan 
sedemikian rupa, sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang 
dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Perumusan 
tindak pidana formil tidak memperhatikan atau tidak memerlukan 
timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat 
penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada 
perbuatannya. Misalnya pada pencurian untuk selesainya pencurian 
digantungkan pada selesainya perbuatan mengambil. 
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Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materiil, inti larangan 
adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang 
menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan 
dan dipidana. Tentang  bagaimana wujud perbuatan yang 
menimbulkan akibat terlarang itu tidak penting. Misalnya pada 
pembunuhan inti larangan adalah pada menimbulkan kematian 
orang,dan bukan pada wujud menembak, membacok, atau memukul 
untuk selesainya tindak pidana digantungkan pada timbulnya akibat 
dan bukan pada selesainya wujud perbuatan. 
Begitu juga untuk selesainya tindak pidana materiil tidak 
bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi 
sepenuhnya digantungkan pada syarat timbulnya akibat terlarang 
tersebut. misalnya wujud membacok telah selesai dilakukan dalam hal 
pembunuhan, tetapi pembunuhan itu belum terjadi jika dari perbuatan 
itu belum atau tidak menimbulkan akibat hilangnya nyawa korban, 
yang terjadi hanyalah percobaan pembunuhan. 
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 
Suatu peristiwa pidana dapat dinyatakan sebagai tindak pidana 
apabila memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur tindak pidana 
antara lain sebagai berikut: 
a. Unsur Subjektif 
Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si 
pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan 
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termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di 
dalam hatinya.20   Selain itu unsur subjektif yaitu perbuatan 
seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh Undang-
Undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang 
atau beberapa orang).21 
b. Unsur Objektif 
Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya 
dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana 
tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.22    Yang 
dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah 
tindakannya. 23 
Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai 
berikut:24 
1. Sifat melawan hukum 
2. Kualitas dari pelaku, misalnya seorang pegawai negeri sipil 
melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal 415 KUHP. 
3. Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai 
penyebab dengan kenyataan sebagai akibat. 
 
                                                          
20  P.A.F. Lamintang,  Dasar-dasar Hukum PidanaIndonesia, PT. Citra Aditya Bakti, 
Jakarta, 1997, hlm. 193. 
21  Abdullah Marlang, Irwansyah, Kaisaruddin, Pengantar Hukum Indonesia,  
ASPublishing, Makassar, 2011, hlm. 67. 
22 P.A.F. Lamintang,  Op.cit. hlm. 193. 
23 Abdullah Marlang, Irwansyah, Kaisaruddin,  loc.cit.  
24 Ibid.  
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Menurut Moeljatno dapat diketahui bahwa unsur-unsur pidana 
adalah sebagai berikut :25 
a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia; 
b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh 
undang-undang; 
c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum); 
d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat 
dipertanggungjawabkan; 
e. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat. 
Berikut ini adalah pendapat para ahli mengenai unsur-unsur 
tindak pidana : 
1) Loebby Loqman menyatakan bahwa unsur-uinsur tindak pidana 
meliputi :26 
a. Perbuatan manusia baik aktif maupun pasif; 
b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana     oleh 
undang-undang; 
c. Perbuatan itu dianggap melawan hukum; 
d. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan; 
e. Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan. 
2) EY.Kanter dan SR. Sianturi, unsur-unsur tindak pidana adalah :27 
a. Subjek; 
                                                          
25  Erdianto Effendi, Op.cit, hlm 98. 
26 Ibid., hlm. 99. 
27 Ibid. 
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b. Kesalahan; 
c. Bersifat melawan hukum (dan tindakan); 
d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-
undang/perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam 
dengan pidana; 
e. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya). 
3) R. Tresna adapun unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai 
berikut :28 
a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia); 
b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; 
c. Diadakan tindakan penghukuman. 
4) Vos, unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut :29 
a. Kelakuan manusia; 
b. Diancam dengan pidana; 
c. Dalam peraturan perundang-undangan. 
5) Jonkers (penganut paham monisme) merinci unsur-unsur tindak 
pidana sebagai berikut :30 
a. Perbuatan (yang); 
b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan); 
c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat); 
d. Dipertanggungjawabkan. 
                                                          
28 Adami Chasawi, Op.Cit., hlm.80. 
29 Ibid. 
30 Ibid., hlm. 81. 
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6) Schravendijk mrinci unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai 
berikut :31 
a. Kelakuan (orang yang); 
b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum; 
c. Diancaman dengan hukuman; 
d. Dilakukan oleh orang (yang dapat); 
e. Dipersalahkan/kesalahan. 
Simons merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai 
berikut: 32 
1. Diancam dengan pidana oleh hukum 
2. Bertentangan dengan hukum 
3. Dilakukan oleh orang yang bersalah  
4. Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya. 
Tindak pidana digambarkan oleh Utrecht sebagai peristiwa 
pidana yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :33 
a. Suatu kelakuan yang bertentangan dengan (melawan) hukum. 
b. Suatu kelakuan yang diadakan karena pelanggar bersalah. 
c. Suatu kelakuan yang dapat dihukum. 
3. Subjek Tindak Pidana 
Terkait dengan subjek tindak pidana perlu dijelaskan bahwa 
pertanggung jawaban pidana itu bersifat pribadi. Artinya, barangsiapa 
                                                          
31 Ibid. 
32 Andi Hamza, Asas-Asas Hukum Pidana, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 88. 
33 Farhana, Op.Cit, hlm. 12. 
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melakukan tindak pidana, maka ia harus bertanggung jawab, 
sepanjang pada diri orang tersebut tidak ditemukan dasar penghapus 
pidana.34 Selanjutnya dalam pidana dikenal juga adanya konsep 
penyertaan (deelneming). Konsep penyertaan ini berarti ada dua 
orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan atau 
melakukan tindak pidana. Kemudian persoalannya adalah siapa dan 
bagaimana konsep pertanggung jawaban pidananya. Dalam hukum 
pidana kualifikasi pelaku (subjek) tindak pidana diatur dalam Pasal 55-
56 KUHP, sebagai berikut : 
a. Mereka yang melakukan (dader). Satu orang atau lebih yang 
melakukan tindak pidana. 
b. Menyuruh melakukan (doen plegen). Dalam bentuk menyuruh 
melakukan, penyuruh tidak melakukan sendiri secara langsung 
suatu tindak pidana, melainkan (menyuruh) orang lain. 
c. Mereka yang turut serta (medeplegen). Adalah seseorang yang 
mempunyai niat sama dengan niat orang lain, sehingga mereka 
sama-sama mempunyai kepentingan dan turut melakukan tindak 
pidana yang diinginkan. 
d. Penggerakan (uitlokking). Penggerakan atau dikenal juga sebagai 
Uitlokking unsur perbuatan melakukan, orang lain melakukan 
perbuatan dengan cara memberikan/menjanjikan sesuatu, dengan 
ancaman kekerasan, penyesatan menyalahgunakan martabat dan 
                                                          
34 Adami Chazawi,  Op,Cit., hlm. 16. 
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kekuasaan beserta pemberian kesempatan, sebagaimana diatur 
dalam KUHP Pasal 55 ayat (1) angka 1. 
e. Pembantuan (medeplichtigheid). Pada pembantuan pihak yang 
melakukan membantu mengetahui akan jenis kejahatan yang 
akan ia bantu. 
4. Jenis-jenis Tindak Pidana 
Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, 
yaitu sebagai berikut :35 
a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (misdrijven) 
dimuat dalam buku II dan pelanggaran (overtredingen) dimuat 
dalam buku III; 
b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana 
formil (formeel delicten) dan tindak pidana materiil (materieel 
delicten); 
c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak 
pidana sengaja (doleus delicten) dan tindak pidana tidak dengan 
sengaja (culpose delicten); 
d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara 
tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi 
(delicta commissionis) dan tindak pidana pasif/negatif, disebut 
juga tindak pidana omisi (delicta omissionis); 
                                                          
35 Adami Chasawi, Op.Cit., hlm. 121-122. 
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e. Berdasarkan saat dan waktu terjadinya, maka dapat dibedakan 
antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi 
dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus; 
f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana 
umum dan tindak pidana khusus; 
g. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak 
pidana communia (delicta communia, yang dapat dilakukan oleh 
siapa saja), dan tindak pidana propria (dapat dilakukan hanya oleh 
orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu); 
h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, 
maka dibedakan antara tindak pidana biasa (gewone delicten) dan 
tindak pidana aduan (klacht delicten); 
i. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka 
dapat dibedakan antara tindak pidan bentuk pokok (envoudige 
delicten), tindak pidana yang diperberat (gequalificeerde delicten) 
dan, tindak pidana yang diperingan (gepriviligieerde delicten); 
j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak 
pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan 
hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan 
tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak 
pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain 
sebagainya; 
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k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, 
dibedakan antara tindak pidana tunggal (enkelvoudige delicten) 
dan tindak pidana berangkai  (samengestelde delicten). 
C. Tindak Pidana Perdagangan Orang 
1. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut UU 
No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Perdagangan Orang 
Perdagangan orang berbeda dengan penyelundupan orang 
(people smuggling). Penyelundupan orang lebih menekankan pada 
pengiriman orang secara ilegal dari suatu negara ke negara lain yang 
menghasilkan keuntungan bagi penyelundup, dalam arti tidak 
terkandung adanya eksploitasi terhadapnya. Sedangkan perdagangan 
orang sejak awal sudah mempunyai tujuan, yaitu orang yang dikirim 
merupakan objek eksploitasi. Penipuan dan pemaksaan atau 
kekerasan merupakan unsur yang esensiil dalam perdagangan orang. 
Dalam Protokol PBB  disebutkan bahwa pengertian 
perdagangan orang adalah :36 
a. Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau 
penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan 
kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, 
penipuan, kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan atau 
posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau 
                                                          
36 Farhana, Op.Cit., hlm. 20-21. 
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memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari 
seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan 
eksploitasi. Eksploitasi termasuk, paling tidak, eksploitasi untuk 
melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi 
seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-
praktik serupa perbudakan, penghambaan atau pengambilan 
organ tubuh. 
b. Persetujuan korban perdagangan orang terhadap eksploitasi yang 
dimaksud yang dikemukakan dalam subalinea (a) ini tidak relevan 
jika salah satu dari cara-cara yang dimuat dalam subalinea (a) 
digunakan. 
c. Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau 
penerimaan seorang anak untuk tujuan eksploitasi dipandang 
sebagai perdagangan orang bahkan jika kegiatan ini tidak 
melibatkan satu pun cara yang dikemukakan dalam subalinea (a) 
pasal ini. 
d. Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 tahun. 
Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 1 angka 1 
menyatakan bahwa Perdagangan Orang adalah sebagai berikut : 
Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, 
pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman 
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kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, 
pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, 
penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga 
memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas 
orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun 
antarnegara, untuk tujuan mengeksploitasi atau mengakibatkan orang 
tereksploitasi.37 
Perdagangan orang merupakan bentuk pelanggaran terhadap 
hak asasi manusia, dimana korban diperlakukan semata-mata sebagai 
komoditi yang dibeli, dijual, dikirim, dan dijual kembali. 
2. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Anak 
Perdagangan anak didefenisikan oleh ODCCP (Office for Drug 
Control and Crime Prevention) sebagai perekrutan, pemindahan, 
pengiriman, penempatan atau menerima anak-anak di bawah umur 
untuk tujuan eksploitasi dan itu menggunakan ancaman, kekerasan, 
ataupun pemaksaan lainnya seperti penculikan, penipuan, 
kecurangan, penyalahgunaan wewenang maupun posisi penting. Juga 
memberi atau menerima uang atau bantuan untuk mendapatkan 
persetujuan dari orang yang menguasai penuh atas anak itu.38 
                                                          
37 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Perdagangan Orang, Bab I, Pasal 1. 
38 Wikipedia, Perdagangan Anak, https://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_anak, 
diakses 30 Oktober 2015, pukul 23.57 WIT. 
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Perdagangan anak merupakan salah satu bentuk tindakan 
kejahatan yang dapat dilakukan oleh seseorang atau sekelompok 
orang atau sebuah lembaga terhadap ia belum berusia 18 tahun, 
maka ia adalah anak termasuk yang masih dalam kandungan. Suatu 
tindak kejahatan terdiri dari serangkaian proses tertentu dan untuk 
tujuan tertentu.39 
Perdagangan anak (trafficking) kurang lebih dapat diartikan 
sebagai segala bentuk tindakan dan percobaan tindakan yang 
melibatkan rekruitmen, transportasi, baik di dalam maupun antar 
negara, pembelian, penjualan, pengiriman, dan penerimaan orang 
(dalam hal ini anak) dengan menggunakan tipu daya, kekerasan, atau 
pelibatan hutang, untuk pemaksaan pekerjaan domestik, pelayanan 
seksual, perbudakan, buruh ijon, atau segala kondisi perbudakan lain, 
baik anak tersebut mendapat bayaran atau tidak, di dalam sebuah 
komunitas yang berbeda dengan komunitas dimana anak tersebut 
tinggal ketika penipuan, kekerasan, atau pelibatan hutang itu pertama 
kali terjadi. Melihat besaran masalah yang sedemikian luas, bahkan 
nyaris tidak terukur, tentunya langkah perlindungannya pun meliputi 
segala bentuk pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi bagi mereka 
yang menjadi korban. Yang kesemuanya dapat dilakukan dengan 
                                                          
39 Kompasiana, Perdagangan Anak, 
http://www.kompasiana.com/www.maxandrew.com/apa-yang-dimaksud-dengan-
perdagangan-anak_55122fd38133117454bc60f3, diakses 31 Oktober 2015, pukul 
00.07 WIT. 
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tepat jika kita tahu persis akar permasalahannya, baik dari sisi supply 
maupun dari sisi demand. 
Persoalan perdagangan anak, atau lebih luasnya persoalan 
perdagangan anak dan perempuan di Indonesia sedang mendapat 
banyak sorotan akhir-akhir ini. Terutama setelah Indonesia dinyatakan 
menempati urutan terburuk di dunia bersama dengan beberapa 
negara lain di Asia dalam hal perdagangan anak dan perempuan. 
Bila dilihat secara aturan legal, terdapat banyak jaminan 
perlindungan bagi anak dari perdagangan. Selain dalam Konvensi Hak 
Anak (CRC) yang telah diratifikasi oleh Indonesia, terdapat sedikitnya 
4 instrumen nasional yaitu Undang-Undang Kesejahteraan Anak, 
Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Perlindungan 
Anak, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menyangkut 
instrumen nasional tadi, persoalannya adalah seputar substansi, 
interpretasi, dan implementasi. Ditambah dengan hambatan yang 
dihadapi dalam menangani trafficking bukan hanya sebatas budaya 
hukum kita yang sangat tidak mendukung, tetapi juga sistem sosial 
dan sistem kultur kita yang masih sangat diskriminatif terhadap anak 
dan perempuan. Adopsi merupakan salah satu alternatif perlindungan 
bagi anak, menyangkut adopsi terhadap anak korban perdagangan 
dapat dilakukan sesuai dengan mekanisme pengangkatan anak dan 
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pengasuhan anak yang selama ini berlaku, karena prinsip dasar dari 
perlindungan anak adalah non-diskriminasi.40 
3. Subjek Tindak Pidana Perdagangan Orang 
Adapun subjek tindak pidana perdagangan orang adalah 
sebagai berikut : 
a. Orang perseorangan, yaitu setiap individu/perorangan yang 
secara langsung bertindak melakukan perbuatan pidana 
perdagangan orang; 
b. Kelompok, yaitu kumpulan dua orang atau lebih yang bekerja 
sama melakukan perbuatan pidana perdagangan orang. 
c. Korporasi, tindak pidana perdagangan orang dianggap dilakukan 
oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh 
orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi, 
baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, 
bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri 
maupun bersama-sama;41 
d. Aparat, setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan 
kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana 
perdagangan orang. 
 
 
                                                          
40 DocSlide, http://dokumen.tips/documents/perdagangan-anak.html, diakses pada 
01 November 2015, pukul 09.04 WIT. 
41 Farhana, Op,Cit., hlm. 122-124. 
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4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang 
Unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang yang ditentukan 
di dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Perdagangan Orang antara lain :42 
a. Pasal 2 : adalah setiap orang yang melakukan perekrutan, 
pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau 
penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan 
kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, 
penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, 
atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh 
persetuujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, 
untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara 
Republik Indonesia.  
b. Pasal 3 : adalah setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah 
negara Republik Indonesia dengan maksud untuk di eksploitasi di 
wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara 
lain. 
c. Pasal 4 : adalah setiap orang yang membawa warga negara 
Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan 
maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik 
Indonesia. 
                                                          
42 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007, Op.Cit., Bab II, Pasal 2-13. 
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d. Pasal 5 : adalah setiap orang yang melakukan pengangkatan 
anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu 
dengan maksud untuk dieksploitasi. 
e. Pasal 6 : adalah setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke 
dalam atau ke luar negeri dengan cara apapun yang 
mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi. 
f. Pasal 8 : adalah setiap penyelenggara negara yang 
menyalahgunakan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya 
tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2, Pasal 3, pasal 4, pasal 5, dan Pasal 6 Undang-Undang 
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. 
g.  Pasal 9 : adalah setiap orang yang berusaha menggerakan orang 
lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan 
tindak pidana itu telah tidak terjadi. 
h. Pasal 10 : adalah setiap orang yang membantu atau melakukan 
percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang. 
i. Pasal 11 : adalah setiap orang yang merencanakan atau 
melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana 
perdagangan orang. 
j. Pasal 12 : adalah setiap orang yang menggunakan atau 
memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang, dengan 
cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya 
dengan korban tindak pidana perdagangan orang, 
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mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk 
meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari 
hasil tindak pidana perdagangan orang. 
k. Pasal 13 : adalah apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh 
orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi 
atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan 
kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan 
korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama. 
5. Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan 
Orang 
Pada dasarnya kepada seorang pelaku suatu tindak pidana 
harus dikenakan suatu akibat hukum. Akibat hukum itu pada umunya 
berupa hukuman pidana atau sanksi. Menurut KUHP ada beberapa 
jenis pemberian pidana dalam undang-undang yang mengatur pidana 
terhadap tindak pidana perdagangan orang atau berkaitan dengan 
tindak pidana perdagangan orang, yaitu :43 
a. Ada pasal-pasal yang menggunakan sanksi pidana minimal-
maksimal dan denda minimal-maksimal; 
b. Ada pasal menggunakan sanksi pidana saja, tetapi tetap ada 
minimal dan maksimal; 
c. Ada pasal-pasal menggunakan sanksi pidana maksimal dan 
denda maksimal; 
                                                          
43 Farhana, Op.Cit., hlm. 131-132. 
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d. Ada pasal-pasal menggunakan sanksi pidana maksimal saja. 
Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-
Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang 
berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang (perdagangan 
anak), Pasal 83 disebutkan “Setiap orang yang melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76F (“Setiap orang dilarang 
menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau 
turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan 
Anak”) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun 
dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 
60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 
300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Adapun Pasal 88 disebutkan 
bahwa “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 76I (“Setiap orang dilarang menempatkan, 
membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta 
melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap 
Anak”), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) 
tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus 
juta rupiah). Pasal tersebut hanya terbatas pada anak yang dalam 
undang-undang tersebut, bahwa anak adalah seseorang yang belum 
berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam 
kandungan. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 ini memberikan 
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ancaman hukuman yang cukup berat kepada pelaku perdagangan 
orang. 
Sedangkan di dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 
memberikan ancaman yang lebih berat terhadap pelaku perdagangan 
anak. Dalam Pasal 17 disebutkan  bahwa “Jika tindak pidana 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 
dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 
(sepertiga). Jadi, ancaman pidana penjara paling singkat selama 4 
tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 
160.000.000.00 (seratus enam puluh juta rupiah) dan paling banyak 
Rp. 800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah). 
Ketentuan pidana dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang bahwa 
semua unsur tindak pidana perdagangan orang diuraikan dan 
dikenakan sanksi. Dilihat dari perbuatan perdagangan orang, maka 
sanksi dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu perbuatan yang 
merupakan tindak pidana perdagangan orang dan perbuatan yang 
berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang.44 
 
 
                                                          
44 Ibid., hlm. 133. 
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D. Pengertian Anak dan Anak Sebagai Korban 
Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang 
Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai 
manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat 
yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus 
mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut memintanya. Hal ini 
sesuai dengan ketentuan  Konvensi Hak Anak yang diratifikasi oleh 
pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden  Nomor 36 Tahun 
1990 yang mengemukakan tentang prinsip-prinsip umum perlindungan 
anak, yaitu nondiskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan 
hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak.45 
Ditinjau dari aspek Yuridis maka pengertian “Anak” di mata 
hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum 
dewasa (minderjaring/person under uge), orang yang dibawah umur / 
keadaan dibawah umur (minderjarighaid/inferiority) atau kerap juga 
disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (minderjarige 
ondervoordij). 
Pengertian Anak menurut beberapa Undang-Undang : 
1. Menurut UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak 
adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, 
termasuk anak yang masih dalam kandungan. 
                                                          
45 Rika Saraswati, Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia, Bandung: CV. Citra 
Aditya Bakti, 2009, hlm. 1. 
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2. Menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 
Anak, membagi pengertian anak kedalam 4 pengertian sebagai 
berikut:  
a. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang 
berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak 
pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. 
b. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut 
dengan anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) 
tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang 
diduga melakukan tindak pidana. 
c. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya 
disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 
(delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental 
dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. 
d. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut 
anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) 
tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan 
penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan 
tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau 
dialaminya sendiri. 
3. Menurut UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Perdagangan Orang, anak adalah seseorang yang belum 
35 
 
berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih 
dalam kandungan. 
4. Menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, anak 
adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) 
tahun. 
Anak sebagai pekerja atau anak pekerja anak merupakan 
istilah yang seringkali menimbulkan perdebatan, meskipun sama-
sama digunakan untuk menggantikan istilah buruh anak. Departemen 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi menggunakan istilah anak-anak yang 
terpaksa bekerja.  
Ketentuan mengenai pekerja anak diatur dalam Pasal 68 
sampai dengan Pasal 75 UU Ketenagakerjaan. Pada dasarmya Pasal 
68 melarang pengusaha mempekerjakan anak, akan tetapi terdapat 
pengecualian di dalam UU Ketenagakerjaan yang mengatur mengenai 
hak-hak pekerja anak sebagai berikut : pekerja anak yang melakukan 
pekerjaan ringan, pekerja anak bekerja di tempat kerja yang 
merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang 
disahkan oleh pejabat berwenang, pekerja anak yang bekerja untuk 
mengembangkan bakat dan minatnya, pekerja anak yang 
dipekerjakan bersama-sama dengan pekerja/buruh dewasa, dan 
larangan mempekerjakan dan melibatkan anak dalam pekerjaan-
pekerjaan yang terburuk. 
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Adapun yang dimaksud anak sebagai korban dalam kasus 
tindak pidana perdagangan orang, dapat dipastikan bahwa mereka 
berada dalam kondisi dan situasi darurat, anak yang berhadapan 
dengan hukum, anak dari kelompok minoritas yang terisolasi, anak 
yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang 
diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan 
narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, anak korban 
penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik 
dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban 
perlakuan salah dan penelantaran. 
Dalam berbagai permasalahan, perlindungan anak adalah 
sesuatu yang kompleks dan menimbulkan berbagai macam 
permasalahan yang lebih lanjut, yang tidak selalu dapat teratasi 
secara perseorangan, tetapi harus secara bersama-sama, dan 
penyelesaiannya menjadi tanggung jawab bersama antar kita. Oleh 
karena itu, setiap orang baik orang tua, keluarga, masyarakat, 
pemerintah maupun negara wajib melakukan perlindungan terhadap 
anak.46 
Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk 
menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan 
kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara 
wajar baik fisik, mental dan sosial dengan demikian perlindungan anak 
                                                          
46 Shanty dellyana, Wanita Dan Anak Di Mata Hukum, Yogyakarta: Liberty, 2004, 
Cet. Ke-4, hlm. 13. 
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diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan 
bermasyarakat.47 
Dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak 
menentukan kepada setiap anak yang menjadi korban atau pelaku 
kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak 
dirahasiakan. Kemudian Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Anak 
juga menentukan bahwa setiap anak yang menjadi korban atau pelaku 
tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan 
lainnya. 
Khusus anak sebagai korban tindak pidana sebagaimana 
disebutkan dalam Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan 
Anak wajib diberikan perlindungan khusus yang dilaksanakan melalui : 
a. Upaya rehabilitasi, baik di dalam lembaga maupun diluar lembaga; 
b. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media 
massa dan untuk menghindari labelisasi; 
c. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, 
baik fisik, mental, maupun sosial; dan 
d. Pemberian aksebilitas untuk mendapatkan informasi mengenai 
perkembangan perkara. 
Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, 
mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan 
tindak pidana perdagangan orang. Dengan demikian korban juga 
                                                          
47 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan 
Pidana Anak di Indonesia, Bandung: PT. Revika Aditama, 2008, Cet. Ke-1, hal. 33. 
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termasuk semua orang khususnya anak-anak.48 Anak sebagai korban 
diberikan hak dalam hal penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di 
sidang pengadilan terhadap saksi dan/atau korban anak dilakukan 
dengan memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak dengan 
tidak memakai toga atau pakaian dinas.49 
Hak bagi anak sebagai korban dalam sidang tindak pidana 
perdagangan orang untuk memeriksa saksi dan/atau korban anak 
dilakukan dalam sidang tertutup. Saksi dan/atau korban anak wajib 
didampingi orang tua, wali, orang tua asuh, advokat, atau pendamping 
lainnya.50 
Dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 
2002 Tentang Perlindungan Anak. Anak korban tindak pidana 
perdagangan orang mendapatkan perlindungan khusus berupa 
pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi 
oleh pemerintah dan masyarakat. Pasal 68 ayat (1) tersebut berbunyi: 
“Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, dan 
perdagangan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan 
melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, 
dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat. Sebagaimana diatur 
dalam Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang 
Sistem Peradilan Pidana Anak, menjelaskan bahwa Anak korban dan 
Anak saksi berhak atas “upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi 
                                                          
48 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007, Op.Cit., Pasal 1 angka 3. 
49 Ibid., Pasal 38. 
50 Ibid., Pasal 39. 
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sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga”. Yang 
dimaksud dengan rehabilitasi medis tersebut adalah proses kegiatan 
pengobatan secara terpadu dengan memulihkan kondisi fisik anak, 
anak korban dan atau anak saksi. Kemudian yang dimaksud dengan 
rehabilitasi sosial adalah proses kegiatan pemulihan secara terpadu, 
baik fisik, mental maupun sosial, agar anak korban, dan atau anak 
saksi dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan di 
masyarakat. 
Untuk anak korban perdagangan orang juga berlaku 
perlindungan sebagaimana yang diatur dalam UU RI No. 13 Tahun 
2006 Perlindungan Saksi dan Korban. Hal ini sesuai dengan amanah 
Pasal 43 Undang-Undang RI No.21 Tahun 2007 Tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang berbunyi: 
“Ketentuan mengenai perlindungan saksi dan korban dalam perkara 
tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan berdasarkan Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan 
Korban, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini”. 
Dalam hal Bersaksi di pengadilan adalah hal yang sulit dan 
menakutkan bagi korban perdagangan manusia tetapi akan lebih sulit 
dan menakutkan bagi anak-anak, harus ada ketentuan khusus yang 
wajib dipertimbangkan dan di implementasikan untuk memastikan 
bahwa anak-anak tersebut terlindungi saat mereka bersaksi di 
pengadilan. 
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E. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan 
Pertimbangan hukum merupakan dasar argumentasi Hakim 
dalam memutuskan suatu perkara. Fakta dalam persidangan 
merupakan dasar/bahan untuk menyusun pertimbangan majelis hakim 
sebelum majelis hakim membuat analisa hukum yang kemudian 
digunakan oleh hakim tersebut untuk menilai apakah terdakwa dapat 
dipersalahkan atas suatu peristiwa yang terungkap di persidangan 
untuk memperoleh keyakinan apakah terdakwa patut dipersalahkan, 
patut dihukum atas perbuatannya sebagaimana yang terungkap 
dipersidangan. 
Ketentuan mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 
putusan pidana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) KUHP yang berbunyi : 
“pertimbangan hakim disusun secara ringkas mengenai fakta dan 
keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan 
persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan-kesalahan 
terdakwa”. 
Pertimbangan hakim  terdiri dari pertimbangan yuridis dan 
fakta-fakta dalam persidangan. Selain itu,  majelis hakim haruslah 
menguasai aspek teoritik dan praktik, pandangan doktrin, 
yurisprudensi dan kasus posisi yang sedang ditangani kemudian 
secara limitative menerapkan pendiriannya. 
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1. Pertimbangan Yang Bersifat Yuridis 
Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim 
yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam 
persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal 
yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud 
tersebut antara lain:51 
a. Dakwaan jaksa penuntut umum 
b. Keterangan terdakwa 
c.  Keterangan saksi 
d. Barang-barang bukti 
e. Pasal-pasal dalam peraturan Hukum Pidana 
2. Pertimbangan Yang Bersifat Non Yuridis 
Pertimbangan yang bersifat non yuridis, yaitu antara lain:52 
a. Latar belakang terdakwa 
Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan 
yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras 
pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal. 
b. Akibat perbuatan terdakwa 
Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti 
membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan 
akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan 
tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada 
                                                          
51 Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Kontemporer, PT. Citra Aditya Bakti, 
Bandung, 2007, hlm. 
52 Ibid.  
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masyarakatluas, paling tidak keamanan dan ketentraman 
mereka senantiasa terancam. 
c. Kondisi diri terdakwa 
Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun 
psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula 
status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik 
dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara 
keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan 
perasaan yang dapat berupa: mendapat tekanan dari orang 
lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan lain-lain. 
d.  Agama terdakwa 
Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup 
bila sekedar meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala 
putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap 
tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan 
terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan. 
Lilik Mulyadi megemukakan bahwa:53 
“Hakikat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan 
pembuktian unsur – unsur dari suatu delik, apakah perbuatan 
terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang 
didakwakan oleh penuntut umum. Sehingga pertimbangan tersebut 
relevan terhadap amar / diktum putusan hakim” 
                                                          
53   Lilik Mulyadi, Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, 
Bandung, 2007, hlm. 193. 
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Ada beberapa faktor yang dapat dijadikan pertimbangan hakim 
dalam menjatuhkan putusan, yakni: 
1. Hukum Pidana Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim 
2. Terdakwa Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim 
3. Tuntutan Masyarakat Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim 
Selain faktor-faktor diatas, hakim akan mempertimbangkan hal-
hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan. Hal-hal yang 
memberatkan misalnya terdakwa tidak jujur, terdakwa tidak 
mendukung program pemerintah, terdakwa sudah pernah dipidana 
sebelumnya, dan lain sebagainya. Sementara hal-hal yang bersifat 
meringankan ialah terdakwa belum pernah dipidana, terdakwa 
bersikap baik selama persidangan, terdakwa mengakui kesalahannya, 
terdakwa masih muda, dan lain sebagainya. 
Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan berat ringannya 
pidana yang akan diberikan kepada pelaku berdasarkan pada 
Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. 
Hakim dalam mengambil putusan perkara pidana oleh undang-undang 
dijamin kemandirian dan kebebasannya. Demikian pula dengan 
simbol-simbolnya maupun dengan janji-janji dan kode etik profesi 
kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang diberi kebebasan 
dalam menentukan benar salahnya seseorang dan jenis pidana apa 
yang akan dijatuhkan serta berat ringannya. 
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Ada beberapa faktor yang mempengaruhi hakim dalam 
mengambil keputusan :54 
1. Raw in-put, yakni faktor-faktor yang berhubungan dengan suku, 
agama, pendidikan informal, dan lain sebagainya; 
2. Instrumental in-put, faktor yang berhubungan dengan pekerjaan 
dan pendidikan formal; dan 
3. Enviromental in-put, faktor lingkungan, sosial budaya yang 
mempunyai pengaruh dalam kehidupan seorang hakim, seperti 
lingkungan organisasi dan lain sebagainya. 
Hakim yang berkualitas adalah Hakim yang menguasai undang-
undang secara baik dan benar, selanjutnya menggunakan undang-
undang tersebut secara baik dan benar dalam kasus-kasus konkrit. 
Hakim sendiri juga harus mengetahui nilai-nilai (tingkat) kesadaran 
hukum masyarakat sehingga putusan Hakim selalu dilandasi 
pertimbangan-pertimbangan hukum (motiverd) yang lengkap dan 
sistematis sehingga orang mendengar atau membaca suatu putusan 
dapat mengetahui jalan pikiran Hakim dalam mengambil putusan. 
Untuk mengambil keputusan, hakim harus mempunyai 
pertimbangan yang bijak supaya putusan tersebut sesuai dengan asas 
keadilan, setiap putusan hakim merupakan salah satu dari ketiga 
kemungkinan sebagai berikut : 
                                                          
54 Wikipedia, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pendapat_berbeda, diakses pada 07 
November 2015, pukul 21.15 WIT. 
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a. Pemidanaan atau penjatuhan pidana dan atau tata tertib, yaitu 
pemidanaan terhadap terdakwa apabila kesalahan terdakwa pada 
perbuatan yang telah dilakukan dan perbuatan itu adalah suatu 
tindak pidana menurut hukum dan keyakinan cukup dibuktikan; 
b. Putusan bebas, yaitu terdakwa dibebaskan apabila menurut hasil 
pemeriksaan kesalahan terdakwa menurut hukum dan keyakinan 
tidak terbukti; 
c. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum, yaitu jika kesalahan 
terdakwa menurut hukum dan keyakinan cukup terbukti, tetapi apa 
yang dilakukan terdakwa bukan merupakan suatu tindak pidana. 
Putusan hakim merupakan putusan yang isinya menjatuhkan 
hukuman yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka 
keputusan tersebut dapat dijalankan. Putusan yang adil merupakan 
putusan yang mencerminkan tingkat kesadaran hukum masyarakat. 
Melaksanakan keputusan hakim adalah menyelenggarakan agar 
supaya segala sesuatu yang tercantum dalam surat keputusan hakim 
itu dapat dilaksanakan. 
Putusan hakim juga dikatakan sebagai mahkota dan puncak 
dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim 
tersebut. Oleh karena itu, tentu saja hakim dalam membuat putusan 
harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, mulai dari perlunya 
kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik yang 
46 
 
bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan 
teknik membuatnya. Jika hal-hal negatif tersebut dapat dihindari, tentu 
saja diharapkan dalam diri hakim hendaknya lahir, tumbuh dan 
berkembang adanya sikap atau sifat kepuasan moral jika kemudian 
putusan yang dibuatnya itu dapat menjadi tolak ukur untuk perkara 
yang sama, atau dapat menjadi bahan referensi bagi kalangan teoritisi 
maupun praktisi hukum serta kepuasan nurani tersendiri jika 
putusannya dikuatkan dan tidak dibatalkan pengadilan yang lebih 
tinggi.55 
Memang tidak mudah untuk Hakim dalam membuat putusan, 
karena idealnya putusan harus memuat “idee des recht” yang meliputi 
tiga unsur yaitu keadilan (Gerechtigkeit), kepastian hukum 
(rechtsicherheit), dan kemanfaatan (zwechtmassigkeit). Ketiga unsur 
tersebut semestinya oleh Hakim harus dipertimbangkan dan 
diterapkan secara proporsional, sehingga pada gilirannya dapat 
dihasilkan putusan yang berkualitas dan memenuhi harapan para 
pencari keadilan. 
 
 
 
                                                          
55 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif, 
Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 94. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan 
berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan penulisan 
proposal ini, maka penulis melakukan penelitian dengan memilih 
lokasi penelitian di Makassar. 
Pengumpulan data dan informasi akan dilaksanakan di 
Pengadilan Negeri Makassar. Lokasi penelitian dipilih dengan 
pertimbangan bahwa Pengadilan Negeri tersebut merupakan 
tempat diputus perkara No. 1404/Pid.B/2013/PN.Mks  yang 
merupakan objek sasaran kasus yang diangkat oleh penulis. 
B. Jenis dan Sumber Data 
Adapun jenis dan sumber data yang akan digunakan sebagai 
dasar untuk menunjang penelitian ini adalah : 
1. Data Primer 
Data primer adalah data mengenai Putusan Pengadilan Negeri 
Makassar No. 1404/Pid.B/2013/PN.Mks yang diperoleh atau 
bersumber langsung dari instansi yang bersangkutan yakni pada 
lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Makassar. 
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2. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi 
kepustakaan, terhadap berbagai macam bacaan yaitu dengan 
menelaah literatur, artikel, serta peraturan perundang-undangan 
yang berlaku, maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan 
masalah dan tujuan penelitian. 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam rangka pengumpulan data primer maupun data 
sekunder, maka penulis menggunakan dua jenis pengumpulan data 
sebagai berikut : 
1. Penelitian Kepustakaan 
Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan 
pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, 
karya ilmiah (hasil penelitian), peraturan perundang-undangan, 
majalah, surat kabar, jurnal ilmiah, dokumentasi dari berbagai 
instansi yang terkait dengan penelitian ini, hal ini dimaksudkan 
untuk mendapatkan kerangka teori dari hasil pemikiran para ahli. 
2. Penelitian Lapangan 
Untuk mengumpulkan data penelitian lapangan penulis 
menggunakan dua cara, yaitu : 
a. Observasi, yaitu secara langsung turun ke lapangan untuk 
melakukan pengamatan guna mendapatkan data yang 
dibutuhkan baik data primer maupun data sekunder. 
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b. Wawancara, yaitu pengumpulan data dalam bentuk tanya 
jawab yang dilakukan secara langsung kepada responden 
dalam hal ini adalah Hakim, atau ahli hukum yang mengerti 
tentang objek penelitian penulis. 
D. Analisis Data 
Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan 
dianalisis secara kualitatif, kemudian selanjutnya data tersebut 
diuraikan secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat 
dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan 
yang penulis teliti. 
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BAB IV 
PEMBAHASAN 
A. Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Pelaku Tindak 
Pidana Perdagangan Orang Dalam Putusan No. 
1404/Pid.B/2013/PN.Mks. 
Pada sub bab ini penulis akan memaparkan dan menganalisis 
hukum pidana materil dalam penanganan tindak pidana perdagangan 
orang. Untuk memahami penerapan hukum terhadap hal tersebut, 
maka penulis dalam hal ini bersandar pada putusan 
No.1404/Pid.B/2013/PN.Mks. 
1. Posisi Kasus 
Berawal dari adanya ajakan Terdakwa IRMA HARIANI Alias 
NINI Alias FARAH kepada Saksi ANDI NUR ERVA, Saksi HASMIATI 
PUTRI Alias EMI dan Saksi SISKA PRATIWI Alias SISKA untuk 
bekerja di sebuah restaurant dengan gaji yang tinggi di Kota 
Maumere, Nusa Tenggara Timur. 
Pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2013 sekitar pukul 02.00 wita, 
Terdakwa bersama ketiga Saksi yakni ANDI NUR ERVA, HASMIATI 
PUTRI Alias EMI, dan SISKA PRATIWI Alias SISKA berangkat dari 
Makassar menuju ke Kota Maumere Nusa Tenggara Timur dengan 
menggunakan KM Sirimau. Mereka tiba di Kota Maumere pada 
tanggal 12 Juni 2013 sekitar pukul 03.00 Wita. Setibanya di Kota 
Maumere Nusa Tenggara Timur ketiga Saksi kemudian dipekerjakan, 
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mereka yang tadinya dijanjikan bekerja di restaurant ternyata 
dipekerjakan sebagai pelayan ditempat hiburan malam milik DANIEL 
ATUNA Alias KOKO DANIEL (DPO). 
Pada malam harinya ketiga Saksi didandani, setelah itu Saksi 
ANDI NUR ERVA, Saksi HASMIATI PUTRI Alias EMI, Saksi SISKA 
PRATIWI Alias SISKA kemudian ditempatkan di showroom ladies. 
Pada saat itu kemudian muncul seorang laki-laki yang tidak mereka 
kenal yang kemudian mengajak Saksi ANDI NUR ERVA untuk 
menemaninya minum minuman beralkohol, namun Saksi ANDI NUR 
ERVA menolak dengan alasan sakit gigi. Namun hari-hari berikutnya 
ketiga Saksi sudah tidak dapat mengelak dan akhirnya bekerja selama 
3 (tiga) hari di Stefani Pub tersebut. 
Setelah tiga hari tersebut, Saksi ANDI NUR ERVA, Saksi 
HASMIATI PUTRI Alias EMI, dan Saksi SISKA PRATIWI Alias SISKA 
menghubungi orang tua mereka masing-masing dan menyampaikan 
bahwa mereka disekap didalam sebuah kamar dan dilarang keluar 
oleh bosnya yaitu DANIEL ATUNA Alias KOKO DANIEL (DPO). 
Kemudian ketiga orang tua Saksi melaporkan hal tersebut kepada 
Kepolisian setempat. 
Berdasarkan fakta yang terungkap DANIEL ATUNA Alias 
KOKO DANIEL (DPO) adalah orang yang meminta kepada Terdakwa 
untuk mencarikan perempuan guna bekerja ditempat hiburan malam 
miliknya dengan upah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) 
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perorang. Kemudian salah satu karyawan DANIEL ATUNA Alias 
KOKO DANIEL (DPO) yakni LK. IRBAK (DPO) adalah orang yang 
yang membeli segala keperluan Saksi ANDI NUR ERVA, Saksi 
HASMIATI PUTRI Alias EMI, dan Saksi SISKA PRATIWI Alias SISKA 
ketika berangkat ke Maumere. Kemudian diketahui ketika berada di 
Maumere Terdakwa diberi uang oleh DANIEL ATUNA Alias KOKO 
DANIEL (DPO) sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 
sebuah Handphone Blackberry. 
2. Dakwaan Penuntut Umum 
Pertama : 
Primair : 
Terdakwa dalam hal ini IRMA HARIANI Alias NINI Alias 
FARAH, pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2013 sekitar pukul 17.00 
wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2013 
bertempat di Jl.Monginsidi Baru Perumahan Timurama AB 5 No. 
10c Kota Makassar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang 
lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri 
Makassar, melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, 
pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan 
ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, 
penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan 
atau posisi rentan, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau 
manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang 
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memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi 
orang tersebut diwilayah Negara Republik Indonesia, perbuatan 
mana yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : 
Berawal dari adanya ajakan Terdakwa IRMA HARIANI Alias 
NINI Alias FARAH kepada Saksi ANDI NUR ERVA, Saksi 
HASMIATI PUTRI Alias EMI, dan Saksi SISKA PRATIWI Alias 
SISKA untuk bekerja disebuah restaurant dengan gaji yang tinggi di 
Kota Maumere Nusa Tenggara Timur. 
Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2013 sekitar pukul 
02.00 wita Terdakwa bersama dengan Saksi ANDI NUR ERVA, 
Saksi HASMIATI PUTRI Alias EMI, dan Saksi SISKA PRATIWI 
Alias SISKA berangkat dari Makassar ke menuju ke Kota Maumere 
Nusa Tenggara Timur dengan menggunakan KM. Sirimau dan tiba 
di Kota Maumere Nusa Tenggara Timur pada tanggal 12 Juni 2013 
sekitar pukul 03.00 wita. 
Bahwa setibanya Terdakwa, Saksi ANDI NUR ERVA, Saksi 
HASMIATI PUTRI Alias EMI dan Saksi SISKA PRATIWI Alias 
SISKA di Kota Maumere Nusa Tenggara Timur, Saksi ANDI NUR 
ERVA, Saksi HASMIATI PUTRI Alias EMI dan Saksi SISKA 
PRATIWI Alias SISKA dipekerjakan ditempat hiburan malam 
sebagai pelayan disalah satu pub yang bernama Stefani Pub. 
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Bahwa pada malam harinya Saksi ANDI NUR ERVA, Saksi 
HASMIATI PUTRI Alias EMI dan Saksi SISKA PRATIWI Alias 
SISKA didandani dan kemudian ditempatkan di showroom ladies. 
Bahwa ketika Saksi ANDI NUR ERVA, Saksi HASMIATI PUTRI 
Alias EMI dan Saksi SISKA PRATIWI Alias SISKA berada dalam 
showroom ladies, salah seorang laki-laki yang mereka tidak kenal 
kemudian menunjuk Saksi ANDI NUR ERVA untuk menemaninya 
minum minuman beralkohol dan Saksi ANDI NUR ERVA sempat 
menolak dengan alasan sakit gigi sehingga Saksi ANDI NUR ERVA 
diperbolehkan untuk beristirahat, tetapi keesokan harinya Saksi 
sudah tidak bisa menolak lagi dan akhirnya bekerja selama 3 (tiga) 
hari di Stefany Pub tersebut. 
Bahwa terhadap ketiga Saksi yaitu ANDI NUR ERVA, Saksi 
HASMIATI PUTRI Alias EMI dan Saksi SISKA PRATIWI Alias 
SISKA dijanjikan untuk bekerja disebuah restaurant namun 
setibanya di Maumere Nusa Tenggara Timur ternyata mereka 
dipekerjakan sebagai pelayanan disalah satu pub yang bernama 
Stefany Pub milik DANIEL ATUNA Alias KOKO DANIEL (DPO). 
Bahwa orang tua Saksi ANDI NUR ERVA, Saksi HASMIATI 
PUTRI Alias EMI dan Saksi SISKA PUTRI Alias SISKA 
menghubungi orang tua mereka masing-masing dan 
menyampaikan kalau mereka disekap didalam sebuah kamar dan 
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dilarang keluar oleh bosnya yaitu DANIEL ATUNA Alias KOKO 
DANIEL (DPO). 
Bahwa orang tua Saksi ANDI NUR ERVA, Saksi HASMIATI 
PUTRI Alias EMI dan Saksi SISKA PRATIWI Alias SISKA tersebut 
kemudian melaporkan hal tersebut kepada kepolisian setempat. 
Bahwa salah seorang karyawan Stefani Pub yang bernama LK. 
IRBAK (DPO) yang membeli segala keperluan Saksi ANDI NUR 
ERVA, Saksi HASMIATI PUTRI Alias EMI dan Saksi SISKA 
PRATIWI Alias SISKA ketika berangkat ke Maumere Nusa 
Tenggara Timur. 
Bahwa ketika berada di Maumere Nusa Tenggara Timur, 
Terdakwa diberi uang oleh DANIEL ATUNA Alias KOKO DANIEL 
(DPO) sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Handphone 
Blackberry. 
Bahwa DANIEL ATUNA Alias KOKO DANIEL (DPO) yang 
meminta kepada Terdakwa untuk mencarikan perempuan guna 
bekerja ditempat hiburan malam miliknya dan menjanjikan upah 
sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perorang. 
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana 
dalam Pasal 2 ayat 1 Undang –Undang Republik Indonesia No. 21 
Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan 
Orang. 
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Atau 
Subsidair : 
Bahwa ia terdakwa IRMA HARIANI Alias NINI Alias FARAH 
pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2013 sekitar pukul 17.00 wita atau 
setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2013 
bertempat di Jl. Monginsidi Baru Perumahan Timurama AB No. 10c 
Kota Makassar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang 
masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri 
Makassar, melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar 
negeri dengan cara apapun yang mengakibatkan anak tersebut 
tereksploitasi, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara 
antara lain sebagai berikut : 
Berawal dari adanya ajakan Terdakwa IRMA HARIANI Alias 
NINI Alias FARAH kepada Saksi ANDI NUR ERVA, Saksi 
HASMIATI PUTRI Alias EMI, dan Saksi SISKA PRATIWI Alias 
SISKA untuk bekerja disebuah restaurant dengan gaji yang tinggi di 
Kota Maumere Nusa Tenggara Timur. 
Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2013 sekitar pukul 
02.00 wita Terdakwa bersama dengan Saksi ANDI NUR ERVA, 
Saksi HASMIATI PUTRI Alias EMI, dan Saksi SISKA PRATIWI 
Alias SISKA berangkat dari Makassar ke menuju ke Kota Maumere 
Nusa Tenggara Timur dengan menggunakan KM. Sirimau dan tiba 
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di Kota Maumere Nusa Tenggara Timur pada tanggal 12 Juni 2013 
sekitar pukul 03.00 wita. 
Bahwa setibanya Terdakwa, Saksi ANDI NUR ERVA, Saksi 
HASMIATI PUTRI Alias EMI dan Saksi SISKA PRATIWI Alias 
SISKA di Kota Maumere Nusa Tenggara Timur, Saksi ANDI NUR 
ERVA, Saksi HASMIATI PUTRI Alias EMI dan Saksi SISKA 
PRATIWI Alias SISKA dipekerjakan ditempat hiburan malam 
sebagai pelayan disalah satu pub yang bernama Stefani Pub. 
Bahwa pada malam harinya Saksi ANDI NUR ERVA, Saksi 
HASMIATI PUTRI Alias EMI dan Saksi SISKA PRATIWI Alias 
SISKA didandani dan kemudian ditempatkan di showroom ladies. 
Bahwa ketika Saksi ANDI NUR ERVA, Saksi HASMIATI PUTRI 
Alias EMI dan Saksi SISKA PRATIWI Alias SISKA berada dalam 
showroom ladies, salah seorang laki-laki yang mereka tidak kenal 
kemudian menunjuk Saksi ANDI NUR ERVA untuk menemaninya 
minum minuman beralkohol dan Saksi ANDI NUR ERVA sempat 
menolak dengan alasan sakit gigi sehingga Saksi ANDI NUR ERVA 
diperbolehkan untuk beristirahat, tetapi keesokan harinya Saksi 
sudah tidak bisa menolak lagi dan akhirnya bekerja selama 3 (tiga) 
hari di Stefany Pub tersebut. 
Bahwa terhadap ketiga Saksi yaitu ANDI NUR ERVA, Saksi 
HASMIATI PUTRI Alias EMI dan Saksi SISKA PRATIWI Alias 
SISKA dijanjikan untuk bekerja disebuah restaurant namun 
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setibanya di Maumere Nusa Tenggara Timur ternyata mereka 
dipekerjakan sebagai pelayanan disalah satu pub yang bernama 
Stefany Pub milik DANIEL ATUNA Alias KOKO DANIEL (DPO). 
Bahwa orang tua Saksi ANDI NUR ERVA, Saksi HASMIATI 
PUTRI Alias EMI dan Saksi SISKA PUTRI Alias SISKA 
menghubungi orang tua mereka masing-masing dan 
menyampaikan kalau mereka disekap didalam sebuah kamar dan 
dilarang keluar oleh bosnya yaitu DANIEL ATUNA Alias KOKO 
DANIEL (DPO). 
Bahwa orang tua Saksi ANDI NUR ERVA, Saksi HASMIATI 
PUTRI Alias EMI dan Saksi SISKA PRATIWI Alias SISKA tersebut 
kemudian melaporkan hal tersebut kepada kepolisian setempat. 
Bahwa salah seorang karyawan Stefani Pub yang bernama LK. 
IRBAK (DPO) yang membeli segala keperluan Saksi ANDI NUR 
ERVA, Saksi HASMIATI PUTRI Alias EMI dan Saksi SISKA 
PRATIWI Alias SISKA ketika berangkat ke Maumere Nusa 
Tenggara Timur. 
Bahwa ketika berada di Maumere Nusa Tenggara Timur, 
Terdakwa diberi uang oleh DANIEL ATUNA Alias KOKO DANIEL 
(DPO) sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Handphone 
Blackberry. 
Bahwa DANIEL ATUNA Alias KOKO DANIEL (DPO) yang 
meminta kepada Terdakwa untuk mencarikan perempuan guna 
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bekerja ditempat hiburan malam miliknya dan menjanjikan upah 
sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perorang. 
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan 
pidana dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 
Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan 
Orang. 
Atau 
Lebih Subsidair : 
Bahwa ia terdakwa IRMA HARIANI Alias NINI Alias FARAH 
pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2013 sekitar pukul 02.00 wita atau 
setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2013 
bertempat di Jl. Mongunsidi Baru Perumahan Timurama AB 5 No. 
10c Kota Makassar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain 
yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri 
Makassar, membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan 
perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman pemindahan 
atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, 
penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, 
penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, 
penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun 
memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas 
orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut diwilayah 
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Negara Republik Indonesia, perbuatan mana yang dilakukan 
terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : 
Berawal dari adanya ajakan Terdakwa IRMA HARIANI Alias 
NINI Alias FARAH kepada Saksi ANDI NUR ERVA, Saksi 
HASMIATI PUTRI Alias EMI, dan Saksi SISKA PRATIWI Alias 
SISKA untuk bekerja disebuah restaurant dengan gaji yang tinggi di 
Kota Maumere Nusa Tenggara Timur. 
Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2013 sekitar pukul 
02.00 wita Terdakwa bersama dengan Saksi ANDI NUR ERVA, 
Saksi HASMIATI PUTRI Alias EMI, dan Saksi SISKA PRATIWI 
Alias SISKA berangkat dari Makassar ke menuju ke Kota Maumere 
Nusa Tenggara Timur dengan menggunakan KM. Sirimau dan tiba 
di Kota Maumere Nusa Tenggara Timur pada tanggal 12 Juni 2013 
sekitar pukul 03.00 wita. 
Bahwa setibanya Terdakwa, Saksi ANDI NUR ERVA, Saksi 
HASMIATI PUTRI Alias EMI dan Saksi SISKA PRATIWI Alias 
SISKA di Kota Maumere Nusa Tenggara Timur, Saksi ANDI NUR 
ERVA, Saksi HASMIATI PUTRI Alias EMI dan Saksi SISKA 
PRATIWI Alias SISKA dipekerjakan ditempat hiburan malam 
sebagai pelayan disalah satu pub yang bernama Stefani Pub. 
Bahwa pada malam harinya Saksi ANDI NUR ERVA, Saksi 
HASMIATI PUTRI Alias EMI dan Saksi SISKA PRATIWI Alias 
SISKA didandani dan kemudian ditempatkan di showroom ladies. 
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Bahwa ketika Saksi ANDI NUR ERVA, Saksi HASMIATI PUTRI 
Alias EMI dan Saksi SISKA PRATIWI Alias SISKA berada dalam 
showroom ladies, salah seorang laki-laki yang mereka tidak kenal 
kemudian menunjuk Saksi ANDI NUR ERVA untuk menemaninya 
minum minuman beralkohol dan Saksi ANDI NUR ERVA sempat 
menolak dengan alasan sakit gigi sehingga Saksi ANDI NUR ERVA 
diperbolehkan untuk beristirahat, tetapi keesokan harinya Saksi 
sudah tidak bisa menolak lagi dan akhirnya bekerja selama 3 (tiga) 
hari di Stefany Pub tersebut. 
Bahwa terhadap ketiga Saksi yaitu ANDI NUR ERVA, Saksi 
HASMIATI PUTRI Alias EMI dan Saksi SISKA PRATIWI Alias 
SISKA dijanjikan untuk bekerja disebuah restaurant namun 
setibanya di Maumere Nusa Tenggara Timur ternyata mereka 
dipekerjakan sebagai pelayanan disalah satu pub yang bernama 
Stefany Pub milik DANIEL ATUNA Alias KOKO DANIEL (DPO). 
Bahwa orang tua Saksi ANDI NUR ERVA, Saksi HASMIATI 
PUTRI Alias EMI dan Saksi SISKA PUTRI Alias SISKA 
menghubungi orang tua mereka masing-masing dan 
menyampaikan kalau mereka disekap didalam sebuah kamar dan 
dilarang keluar oleh bosnya yaitu DANIEL ATUNA Alias KOKO 
DANIEL (DPO). 
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Bahwa orang tua Saksi ANDI NUR ERVA, Saksi HASMIATI 
PUTRI Alias EMI dan Saksi SISKA PRATIWI Alias SISKA tersebut 
kemudian melaporkan hal tersebut kepada kepolisian setempat. 
Bahwa salah seorang karyawan Stefani Pub yang bernama LK. 
IRBAK (DPO) yang membeli segala keperluan Saksi ANDI NUR 
ERVA, Saksi HASMIATI PUTRI Alias EMI dan Saksi SISKA 
PRATIWI Alias SISKA ketika berangkat ke Maumere Nusa 
Tenggara Timur. 
Bahwa ketika berada di Maumere Nusa Tenggara Timur, 
Terdakwa diberi uang oleh DANIEL ATUNA Alias KOKO DANIEL 
(DPO) sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Handphone 
Blackberry. 
Bahwa DANIEL ATUNA Alias KOKO DANIEL (DPO) yang 
meminta kepada Terdakwa untuk mencarikan perempuan guna 
bekerja ditempat hiburan malam miliknya dan menjanjikan upah 
sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perorang. 
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana 
dalam Pasal 2 jo Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia No. 
21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Perdagangan Orang. 
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Atau 
Lebih-Lebih Subsidair : 
Bahwa ia terdakwa IRMA HARIANI Alias NINI Alias FARAH 
pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2013 sekitar pukul 02.00 wita atau 
setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2013 
bertempat di Jl. Monginsidi Baru Perumahan Timurama AB 5 No. 
10c Kota Makassar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain 
yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri 
Makassar, membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan 
pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apapun 
yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi, perbuatan mana 
dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : 
Berawal dari adanya ajakan Terdakwa IRMA HARIANI Alias 
NINI Alias FARAH kepada Saksi ANDI NUR ERVA, Saksi 
HASMIATI PUTRI Alias EMI, dan Saksi SISKA PRATIWI Alias 
SISKA untuk bekerja disebuah restaurant dengan gaji yang tinggi di 
Kota Maumere Nusa Tenggara Timur. 
Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2013 sekitar pukul 
02.00 wita Terdakwa bersama dengan Saksi ANDI NUR ERVA, 
Saksi HASMIATI PUTRI Alias EMI, dan Saksi SISKA PRATIWI 
Alias SISKA berangkat dari Makassar ke menuju ke Kota Maumere 
Nusa Tenggara Timur dengan menggunakan KM. Sirimau dan tiba 
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di Kota Maumere Nusa Tenggara Timur pada tanggal 12 Juni 2013 
sekitar pukul 03.00 wita. 
Bahwa setibanya Terdakwa, Saksi ANDI NUR ERVA, Saksi 
HASMIATI PUTRI Alias EMI dan Saksi SISKA PRATIWI Alias 
SISKA di Kota Maumere Nusa Tenggara Timur, Saksi ANDI NUR 
ERVA, Saksi HASMIATI PUTRI Alias EMI dan Saksi SISKA 
PRATIWI Alias SISKA dipekerjakan ditempat hiburan malam 
sebagai pelayan disalah satu pub yang bernama Stefani Pub. 
Bahwa pada malam harinya Saksi ANDI NUR ERVA, Saksi 
HASMIATI PUTRI Alias EMI dan Saksi SISKA PRATIWI Alias 
SISKA didandani dan kemudian ditempatkan di showroom ladies. 
Bahwa ketika Saksi ANDI NUR ERVA, Saksi HASMIATI PUTRI 
Alias EMI dan Saksi SISKA PRATIWI Alias SISKA berada dalam 
showroom ladies, salah seorang laki-laki yang mereka tidak kenal 
kemudian menunjuk Saksi ANDI NUR ERVA untuk menemaninya 
minum minuman beralkohol dan Saksi ANDI NUR ERVA sempat 
menolak dengan alasan sakit gigi sehingga Saksi ANDI NUR ERVA 
diperbolehkan untuk beristirahat, tetapi keesokan harinya Saksi 
sudah tidak bisa menolak lagi dan akhirnya bekerja selama 3 (tiga) 
hari di Stefany Pub tersebut. 
Bahwa terhadap ketiga Saksi yaitu ANDI NUR ERVA, Saksi 
HASMIATI PUTRI Alias EMI dan Saksi SISKA PRATIWI Alias 
SISKA dijanjikan untuk bekerja disebuah restaurant namun 
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setibanya di Maumere Nusa Tenggara Timur ternyata mereka 
dipekerjakan sebagai pelayanan disalah satu pub yang bernama 
Stefany Pub milik DANIEL ATUNA Alias KOKO DANIEL (DPO). 
Bahwa orang tua Saksi ANDI NUR ERVA, Saksi HASMIATI 
PUTRI Alias EMI dan Saksi SISKA PUTRI Alias SISKA 
menghubungi orang tua mereka masing-masing dan 
menyampaikan kalau mereka disekap didalam sebuah kamar dan 
dilarang keluar oleh bosnya yaitu DANIEL ATUNA Alias KOKO 
DANIEL (DPO). 
Bahwa orang tua Saksi ANDI NUR ERVA, Saksi HASMIATI 
PUTRI Alias EMI dan Saksi SISKA PRATIWI Alias SISKA tersebut 
kemudian melaporkan hal tersebut kepada kepolisian setempat. 
Bahwa salah seorang karyawan Stefani Pub yang bernama LK. 
IRBAK (DPO) yang membeli segala keperluan Saksi ANDI NUR 
ERVA, Saksi HASMIATI PUTRI Alias EMI dan Saksi SISKA 
PRATIWI Alias SISKA ketika berangkat ke Maumere Nusa 
Tenggara Timur. 
Bahwa ketika berada di Maumere Nusa Tenggara Timur, 
Terdakwa diberi uang oleh DANIEL ATUNA Alias KOKO DANIEL 
(DPO) sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Handphone 
Blackberry. 
Bahwa DANIEL ATUNA Alias KOKO DANIEL (DPO) yang 
meminta kepada Terdakwa untuk mencarikan perempuan guna 
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bekerja ditempat hiburan malam miliknya dan menjanjikan upah 
sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perorang. 
Perbuatan terdeakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam 
Pasal 6 jo Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 
Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan 
Orang. 
Dan  
Kedua : 
Terdakwa dalam hal ini IRMA HARIANI Alias NINI Alias 
FARAH, pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2013 sekitar pukul 17.00 
wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2013 
bertempat di Jl.Monginsidi Baru Perumahan Timurama AB 5 No. 
10c Kota Makassar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang 
lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri 
Makassar, melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, 
pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan 
ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, 
penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan 
atau posisi rentan, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau 
manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang 
memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi 
orang tersebut diwilayah Negara Republik Indonesia, perbuatan 
mana yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : 
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Berawal dari adanya ajakan Terdakwa IRMA HARIANI Alias 
NINI Alias FARAH kepada Saksi ANDI NUR ERVA, Saksi 
HASMIATI PUTRI Alias EMI, dan Saksi SISKA PRATIWI Alias 
SISKA untuk bekerja disebuah restaurant dengan gaji yang tinggi di 
Kota Maumere Nusa Tenggara Timur. 
Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2013 sekitar pukul 
02.00 wita Terdakwa bersama dengan Saksi ANDI NUR ERVA, 
Saksi HASMIATI PUTRI Alias EMI, dan Saksi SISKA PRATIWI 
Alias SISKA berangkat dari Makassar ke menuju ke Kota Maumere 
Nusa Tenggara Timur dengan menggunakan KM. Sirimau dan tiba 
di Kota Maumere Nusa Tenggara Timur pada tanggal 12 Juni 2013 
sekitar pukul 03.00 wita. 
Bahwa setibanya Terdakwa, Saksi ANDI NUR ERVA, Saksi 
HASMIATI PUTRI Alias EMI dan Saksi SISKA PRATIWI Alias 
SISKA di Kota Maumere Nusa Tenggara Timur, Saksi ANDI NUR 
ERVA, Saksi HASMIATI PUTRI Alias EMI dan Saksi SISKA 
PRATIWI Alias SISKA dipekerjakan ditempat hiburan malam 
sebagai pelayan disalah satu pub yang bernama Stefani Pub. 
Bahwa pada malam harinya Saksi ANDI NUR ERVA, Saksi 
HASMIATI PUTRI Alias EMI dan Saksi SISKA PRATIWI Alias 
SISKA didandani dan kemudian ditempatkan di showroom ladies. 
Bahwa ketika Saksi ANDI NUR ERVA, Saksi HASMIATI PUTRI 
Alias EMI dan Saksi SISKA PRATIWI Alias SISKA berada dalam 
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showroom ladies, salah seorang laki-laki yang mereka tidak kenal 
kemudian menunjuk Saksi ANDI NUR ERVA untuk menemaninya 
minum minuman beralkohol dan Saksi ANDI NUR ERVA sempat 
menolak dengan alasan sakit gigi sehingga Saksi ANDI NUR ERVA 
diperbolehkan untuk beristirahat, tetapi keesokan harinya Saksi 
sudah tidak bisa menolak lagi dan akhirnya bekerja selama 3 (tiga) 
hari di Stefany Pub tersebut. 
Bahwa terhadap ketiga Saksi yaitu ANDI NUR ERVA, Saksi 
HASMIATI PUTRI Alias EMI dan Saksi SISKA PRATIWI Alias 
SISKA dijanjikan untuk bekerja disebuah restaurant namun 
setibanya di Maumere Nusa Tenggara Timur ternyata mereka 
dipekerjakan sebagai pelayanan disalah satu pub yang bernama 
Stefany Pub milik DANIEL ATUNA Alias KOKO DANIEL (DPO). 
Bahwa orang tua Saksi ANDI NUR ERVA, Saksi HASMIATI 
PUTRI Alias EMI dan Saksi SISKA PUTRI Alias SISKA 
menghubungi orang tua mereka masing-masing dan 
menyampaikan kalau mereka disekap didalam sebuah kamar dan 
dilarang keluar oleh bosnya yaitu DANIEL ATUNA Alias KOKO 
DANIEL (DPO). 
Bahwa orang tua Saksi ANDI NUR ERVA, Saksi HASMIATI 
PUTRI Alias EMI dan Saksi SISKA PRATIWI Alias SISKA tersebut 
kemudian melaporkan hal tersebut kepada kepolisian setempat. 
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Bahwa salah seorang karyawan Stefani Pub yang bernama LK. 
IRBAK (DPO) yang membeli segala keperluan Saksi ANDI NUR 
ERVA, Saksi HASMIATI PUTRI Alias EMI dan Saksi SISKA 
PRATIWI Alias SISKA ketika berangkat ke Maumere Nusa 
Tenggara Timur. 
Bahwa ketika berada di Maumere Nusa Tenggara Timur, 
Terdakwa diberi uang oleh DANIEL ATUNA Alias KOKO DANIEL 
(DPO) sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Handphone 
Blackberry. 
Bahwa DANIEL ATUNA Alias KOKO DANIEL (DPO) yang 
meminta kepada Terdakwa untuk mencarikan perempuan guna 
bekerja ditempat hiburan malam miliknya dan menjanjikan upah 
sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perorang. 
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana 
dalam Pasal 83 Undang–Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 
2002 Tentang Perlindungan Anak. 
3. Tuntutan Penuntut Umum 
Penuntut Umum mengajukan Tuntutan yang pada pokoknya 
permohonan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar agar 
menjatuhkan putusan : 
1. Menyatakan Terdakwa IRMA HARIANI Alias NINI Alias FARAH 
telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan 
perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, 
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pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman 
kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, 
pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi 
rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat 
walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang 
kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang 
tersebut di Wilayah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 
dalam dakwaan kesatu primair yaitu Pasal 2 ayat (1) Tahun 2007 
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; 
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IRMA HARIANI Alias NINI 
dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan 
selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 
60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan 
kurungan. 
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. 
4. Menyatak barang bukti berupa : 
- 1 (satu) unit Handphone Blackberry Bold warna hitam 
- 3 (tiga) unit Handphone Blackberry Gemini warna putih. 
Dirampas untuk dimusnahkan. 
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 
2000,- (dua ribu rupiah). 
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4.   Amar Putusan 
Adapun Amar Putusan dalam Kasus No. 
1404/Pid.B/2013/PN.Mks adalah sebagai berikut : 
M E N G A D I L I 
1. Menyatakan bahwa Terdakwa IRMA HARIANI Alias NINI Alias 
FARAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana “Melakukan perekrutan, 
pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau 
penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, atau 
posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau 
manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang 
memegang kendali atas orang lain untuk tujuan 
mengeksploitasi orang tersebut di Wilayah Republik 
Indonesia” 
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IRMA HARIANI Alias NINI 
Alias FARAH 
Oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, 
denda Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), subsidair 1 
(satu) bulan kurungan; 
3. Menetapkan bahwa selam Terdakwa ditahan akan dikurangkan 
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; 
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5. Menyatakan barang bukti 1 (satu) unit Handphone Blackberry Bold 
warna hitam,. 3 (tiga) unit Handphone Blackberry Gemini warna 
putih dirampas untuk Negara; 
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara 
sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). 
6.   Analisis Penulis 
Pertama-tama akan ditinjau atau dilihat dari dakwaan penuntut 
umum. Dakwaan merupakan dasar penting hukum acara pidana 
karena berdasarkan hal yang dimuat dalam dakwaan, hakim akan 
memeriksa perkara tersebut. Untuk dapat diajukan ke pengadilan, 
suatu surat dakwaan harus memenuhi syarat-syarat yang telah 
ditetapkan. 
Berikut akan diuraikan syarat formil dan materiil yang 
terkandung dalam surat dakwaan diatas, yaitu : 
a. Syarat formil 
Syarat formil terkait dengan identitas terdakwa, dalam hal ini 
terdakwa dalam kasus perdagangan anak, yaitu : 
 Nama Lengkap  : Irma Hariani alias Nini alias Farah 
 Tempat Lahir   : Makassar 
 Umur/Tanggal Lahir  : 34 tahun/08 November 1979 
 Jenis Kelamin   : Perempuan 
 Kebangsaan    : Indonesia 
 Tempat Tinggal   : BTN Timurama AB 5 No. 10 C Kota 
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       Makassar 
 Agama    : Islam 
 Pekerjaan   : Ibu Rumah Tangga 
 Pendidikan    : SMA 
b. Syarat materiil 
Syarat materril berkaitan erat dengan penerapan hukum 
materiil terhadap suatu perkara. Untuk mengetahui kesesuaian antara 
tindak pidana yang terjadi dengan pasal yang didakwakan oleh 
penuntut umum, maka Penulis akan menguraikan unsur-unsur pasal 
dalam dakwaan yang dinyatakan terbukti dipersidangan dan telah 
diputus oleh Majelis Hakim yaitu dakwaan pertama yang melanggar 
ketentuan Pasal 2 ayat 1 UU RI No.21 tahun 2007 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. 
Menurut pendapat penulis, penerapan sanksi pidana materiil 
yang diterapkan oleh Jaksa Penuntut Umum sudah tepat karena 
penulis berpendapat bahwa unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang 
semuanya terbukti, berikut akan penulis uraikan unsur-unsur tersebut : 
1. Unsur setiap orang : 
Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang 
menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 adalah orang 
perseorangan atau korporasi sebagai subjek hukum penyandang hak 
dan kewajiban. 
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Dalam perkara ini unsur setiap orang yang dimaksudkan sudah 
terpenuhi, yakni Tersangka IRMA HARIANI Alias NINI Alias FARAH 
Umur 34 tahun, lahir di Makassar, pada tanggal 8 November 1979, 
suku Bugis Jawa, agama Islam, Warga Negara Indonesia, jenis 
kelamin Perempuan, pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Ibu Rumah 
Tangga, Alamat Jalan Monginsidi Baru Perumahan BTN Timurama AB 
5 No. 10 C Kota Makassar. 
2. Unsur "yang melakukan perekrutan, penampungan, pengiriman, 
pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman 
kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, 
pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi 
rentan, penjeratan uang atau memberi bayaran atau manfaat 
walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang 
kendali atas orang lain, untuk tujuan mengekploitasi orang 
tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia": 
Menimbang, bahwa unsur ke dua ini mempunyai pengertian 
alternative, yang mana untuk dapat dinyatakan bahwa unsur ini telah 
terpenuhi tidak harus semua sub unsur terbukti, jadi cukup salah satu 
sub unsur terpenuhi dapatlah dinyatakan unsur kedua ini terbukti; 
Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Perekrutan adalah 
tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau 
memisahkan seseorang dari komunitasnya; 
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Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Pengiriman adalah 
tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari suatu 
tempat ke tempat yang lain; 
Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Ancaman 
Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa 
ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik atau 
dengan tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut 
atau mengekang kebebasan hakiki seseorang; 
Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Penjeratan Utang 
adalah perbuatan menempatkan orang dalam status atau keadaan 
menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya 
atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau jasa 
pribadinya sebagai bentuk pelunasan utang; 
Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang 
terungkap dipersidangan, Tersangka IRMA HARIANI Alias NINI Alias 
FARAH telah melakukan perekrutan terhadap korban ANDI NUR 
ERVA, HASMIATI PUTRI Alias EMI dan SISKA PRATIWI Alias SISKA 
untuk dieksploitasi atau dipekerjakan di Kota Maumere Nusa 
Tenggara Timur. 
Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang 
terungkap dipersidangan, Tersangka IRMA HARIANI Alias NINI Alias 
FARAH telah melakukan pengangkutan, penampungan, pengiriman, 
pemindahan terhadap korban ANDI NUR ERVA, HASMIATI PUTRI 
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Alias EMI dan SISKA PRATIWI Alias SISKA untuk dieksploitasi atau 
dipekerjakan di Kota Maumere Nusa Tenggara Timur. 
Menimbang, bahwa Tersangka IRMA HARIANI Alias NINI Alias 
FARAH telah melakukan pengiriman dan pemindahan dengan cara 
bersama-sama dengan Korban ANDI NUR ERVA, HASMIATI PUTRI 
Alias EMI, dan SISKA PRATIWI Alias SISKA berangkat menuju Kota 
Maumere Nusa Tenggara Timur dengan menggunakan KM. SIRIMAU 
pada tanggal 11 Juni 2013 pukul 02.00 wita dan tiba di Pelabuhan 
Larangtuka pada tanggal 12 Juni 2013 pukul 03.00 wita, namun 
barang bukti berupa tiket kapal telah dibuang pada saat berada diatas 
kapal. 
Menimbang, bahwa Tersangka IRMA HARIANI Alias NINI Alias 
FARAH telah menerima upah setelah mengantar ANDI NUR ERVA, 
HASMIATI PUTRI Alias EMI dan SISKA PRATIWI Alias SISKA ke 
Maumere Nusa Tenggara Timur yang diberikan oleh DANIEL ATUNA 
Alias KOKO DANIEL sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 
Tersangka juga diberi Handphone Blackberry, dimana uang tersebut 
Tersangka gunakan untuk membeli tiket perjalanan pulang sejumlah 
Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah), dan sisanya telah 
habis dibelanjakan. 
Maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan 
yang mana berupa keterangan Tersangka ataupun Korban, unsur-
unsur sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-
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Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Perdagangan Orang dinyatakan telah terpenuhi. 
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap 
Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Anak Dalam Putusan No. 
1404/Pid.B/2013/PN.Mks. 
Putusan Hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek 
penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Putusan 
Hakim berguna bagi terdakwa untuk mendapatkan kepastian hukum 
tentenag statusnya. Dalam menjatuhkan putusan, keputusan Hakim 
harus mencerminkan keadilan, akan tetapi persoalan keadilan tidak 
akan berhenti dengan pertimbangan hukum semata-mata, melainkan 
persoalan keadilan biasanya dihubungkan dengan kepentingan 
individu para pencari keadilan, dan itu berarti keadilan menurut hukum 
sering diartikan dengan sebuah kemenangan dan kekalahan oleh 
pencari keadilan. 
Berikut ini Penulis akan menguraikan mengenai pertimbangan 
hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 
1404/Pid.B/2013PN.Mks, yaitu sebagai berikut : 
1. Pertimbangan Hukum Hakim 
Menimbang,  bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh 
Jaksa Penuntut Umum, dengan Surat Dakwaan No. Register Perkara 
PDM-468/Mks/Ep/07/2013, tertanggal 03 September 2013; 
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Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut 
diatas, Terdakwa tidak mengajukan suatu keberatan/eksepsi; 
Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyampaikan 
pembelaannya secara lisan, bahwa Terdakwa menyesali 
perbuatannya, dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan 
anak yang masih kecil; 
Menimbang, bahwa atas pembelaan yang disampaikan 
Terdakwa secara lisan Penuntut Umum menyatakan tetap dengan 
tuntutannya; 
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa 
Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi di persidangan 
yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan pada 
pokoknya sebagai berikut; 
1. Keterangan saksi, ANDI NUR ERVA menerangkan sebagai 
berikut : 
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2013 sekitar pukul 
17.00 wita di JL. Monginsidi Baru Perumahan Timurama AB 5 
No. 10c Kota Makassar, saksi dijanjikan untuk bekerja di 
sebuah Restaurant di Kota Maumere Nusa Tenggara Timur; 
- Bahwa tanpa sepengetahuan kedua orang tua saksi, saksi 
kemudian berangkat menuju ke Kota Maumere Nusa Tenggara 
Timur dengan menggunakan kapal laut namun saksi lupa apa 
namanya, dari Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar; 
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- Bahwa setibanya saksi di Maumere Nusa Tenggara Timur, 
saksi kemudian beristirahat disalah satu mess disuatu tempat 
hiburan malam (Stefani Pub) dan pada malam harinya saksi 
didandani dan kemudian ditempatkan disalah satu showroom 
ladies dan pada saat itu saksi mulai bingung apa sebenarnya 
kerjaan yang akan dia kerjakan; 
- Selanjutnya saksi kemudian dipilih oleh salah seorang laki-laki 
yang saksi tidak kenal untuk melayaninya minum minuman 
beralkohol tetapi saksi menolak dengan alasan sakit gigi 
sehingga diperbolehkan untuk beristirahat; 
- Keesokan harinya saksi kembali diminta melakukan hal yang 
sama oleh Pr. Mimi (Karyawan Stefani Pub) dan saksi tidak 
bisa menolak lagi karena saksi tidak memiliki alasan; 
- Setelah 3 (tiga) hari bekerja di Stefani Pub, saksi menghubungi 
orang tuanya dan menceritakan peristiwa yang dialaminya; 
- Bahwa saksi kemudian ditemukan oleh petugas kepolisian 
Polres Sikki dan dibawa ke tempat penampungan Korban dan 
pada tanggal 25 Juni 2013 saksi dipulangkan ke Makassar 
dengan menggunakan pesawat; 
- Bahwa selama saksi bekerja di Stefani Pub, saksi belum 
pernah melayani pengunjung Pub untuk bersetubuh, saksi 
hanya sekedar menemani/melayani pengunjung ketika minum 
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dan saksi bekerja dari pukul 21.00 wita s/d pukul 04.00 wita 
setiap harinya; 
- Bahwa saksi mengetahui bahwa bos mereka bernama Koko 
Daniel, saksi belum menerima upah atau gaji dari pekerjaan 
ang saksi kerjakan; 
- Bahwa saksi pernah menerima uang sebesar Rp. 500.000,- 
(lima ratus ribu rupiah) ketika saksi baru tiba di Maumere untuk 
membeli keperluan kerja (pakaian) dan keesokan harinya saksi 
kembali diberi uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) 
untuk membeli Handphone dan saat itu saksi membeli 
Handphone Blackberry Gemini. 
2. Keterangan saksi, SISKA PRATIWI alias SISKA menerangkan 
sebagai berikut : 
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2013 sekitar pukul 
11.00 wita di JL. Monginsidi Baru Perumahan Timurama AB 5 
No. 10c Kota Makassar, saksi dijanjikan untuk bekerja di 
sebuah Restaurant di Kota Maumere Nusa Tenggara Timur; 
- Bahwa tanpa sepengetahuan kedua orang tua saksi, saksi 
kemudian berangkat menuju ke Kota Maumere Nusa Tenggara 
Timur dengan menggunakan kapal laut Sirimau dari Pelabuhan 
Soekarno Hatta Makassar; 
- Bahwa setibanya saksi di Maumere Nusa Tenggara Timur, 
saksi kemudian beristirahat disalah satu mess disuatu tempat 
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hiburan malam (Stefani Pub) dan pada malam harinya saksi 
didandani dan kemudian ditempatkan disalah satu showroom 
ladies dan pada saat itu saksi mulai bingung apa sebenarnya 
kerjaan yang akan dia kerjakan; 
- Setelah tiga (3) hari bekerja di Stefani Pub, saksi menhubungi 
orang tuanya dan menceritakan peristiwa yang dialaminya; 
- Bahwa saksi kemudian ditemukan oleh petugas kepolisian 
Polres Sikki dan dibawa ke tempat penampungan Korban dan 
pada tanggal 25 Juni 2013 saksi dipulangkan ke Makassar 
dengan menggunakan pesawat; 
- Bahwa selama saksi bekerja di Stefani Pub, saksi belum 
pernah melayani pengunjung Pub untuk bersetubuh, saksi 
hanya sekedar menemani/melayani pengunjung ketika minum 
dan saksi bekerja dari pukul 21.00 wita s/d pukul 04.00 wita 
setiap harinya; 
- Bahwa saksi mengetahui bahwa bos mereka bernama Koko 
Daniel, saksi belum menerima upah atau gaji dari pekerjaan 
yang saksi kerjakan; 
- Bahwa saksi pernah menerima uang sebesar Rp. 500.000,- 
(lima ratus ribu rupiah) ketika saksi baru tiba di Maumere untuk 
membeli keperluan kerja (pakaian) dan keesokan harinya saksi 
kembali diberi uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) 
untuk membeli Handphone Blackberry Gemini. 
82 
 
3. Keterangan saksi, HASMIATI PUTRI alias EMI menerangkan 
sebagai berikut : 
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2013 sekitar pukul 
11.00 wita di JL. Monginsidi Baru Perumahan Timurama AB 5 
No. 10c Kota Makassar, saksi dijanjikan untuk bekerja di 
sebuah Restaurant di Kota Maumere Nusa Tenggara Timur; 
- Bahwa tanpa sepengetahuan kedua orang tua saksi, saksi 
kemudian berangkat menuju ke Kota Maumere Nusa Tenggara 
Timur dengan menggunakan kapal laut Sirimau dari pelabuhan 
Soekarno Hatta Makassar; 
- Bahwa setibanya saksi di Maumere Nusa Tenggara Timur, 
saksi kemudian beristirahat disalah satu mess disuatu tempat 
hiburan malam (Stefani Pub) daqn pada malam harinya saksi 
didandani dan kemudian ditempatkan disalah satu showroom 
ladies dan pada saat itu saksi mulai bingung apa sebenarnya 
kerjaan yang akan dia kerjakan; 
- Setelah 3 (tiga) hari bekerja di Stefani Pub, saksi menghubungi 
orang tuanya dan menceritakan peristiwa yang dialaminya; 
- Bahwa saksi kemudian ditemukan oleh petugas kepolisian 
Polres Sikki dan dibawa ke tempat penampungan Korban dan 
pada tanggal 25 juni 2013 saksi dipulangkan ke Makassar 
dengan menggunakan pesawat; 
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- Bahwa selama saksi bekerja di Stefani Pub, saksi belum 
pernah melayani pengunjung Pub untuk bersetubuh, saksi 
hanya sekedar menemani/melayani pengunjung ketika minum 
dan saksi bekerja dari pukul 21.00 wita s/d pukul 04.00 wita 
setiap harinya; 
- Bahwa saksi mengetahui bahwa bos mereka bernama Koko 
Daniel, saksi belum menerima upah atau gaji dari pekerjaan 
yang saksi kerjakan; 
- Bahwa saksi pernah di booking oleh tamu untuk menjadi PSK 
dan diberi uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) 
namun saksi menolak dan saksi tidak mau menerima uang 
tersebut; 
- Bahwa saksi sempat dipaksa oleh koko Daniel untuk melayani 
tamu, saksi juga pernah hampir kena pukulan saat saksi 
menolak menemaini tamu dan saksi merasa ditipu karena 
awalnya saksi dijanjikan bekerja sebagai pelayan di Restaurant; 
- Bahwa saksi pernah menerima uang sebesar Rp. 500.000,- 
(lima ratus ribu rupiah) ketika saksi baru tiba di Maumere untuk 
membeli keperluan kerja (pakaian) dan keeseokan harinya 
saksi kembali diberi uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta 
rupiah) untuk membeli Handphone Blackberry Gemini. 
 
84 
 
Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan 
Saksi-saksi tersebut; 
Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan telah 
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : 
- Bahwa tersangka mengakui telah melakukan perekrutan, 
pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau 
penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan 
kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, 
penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang 
atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh 
persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain 
untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara 
republik Indonesia, melakukan pengiriman anak kedalam atau 
keluar negeri dengan cara apapun yang mengakibatkan anak 
tersebut tereksploitasi, membantu atau melakukan percobaan untuk 
melakukan perdagangan orang yang dia pada hari Selasa tanggal 
11 Juni 2013 sekitar pukul 17.00 wita di JL. Monginsidi Baru 
Perumahan Timurama AB No. 10c kota Makassar menuju ke 
Maumere Nusa Tenggara Timur; 
- Bahwa terdakwa membawa ketiga saksi korban ke Maumere 
dengan tujuan untuk akan dipekerjakan di sebuah restaurant; 
- Bahwa terdakwa membawa ketiga saksi korban tanpa 
sepengetahuan orang tua mereka masing-masing; 
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- Bahwa terdakwa membawa ketiga saksi korban menggunakan KM. 
Sirimau dari kota Makassar menuju ke Maumere Nusa Tenggara 
Timur; 
- Bahwa yang membeli segala keperluan terdakwa dan ketiga saksi 
korban yaitu Lk. Irbak; 
- Bahwa terdakwa diberi uang oleh Lk. Daniel sebanyak Rp. 
1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa juga diberi Handphone 
Blackberry; 
- Bahwa terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membeli tiket 
perjalanan pulang sejumlah Rp. 340.000 (tiga ratus empat puluh 
ribu rupiah); 
- Bahwa terdakwa dijanjikan oleh Lk. Daniel uang sebanyak Rp. 
300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap orangnya. 
    Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dan keterangan 
terdakwa telah saling bersesuaian dan didukung pula dengan barang 
bukti yang ada sehingga melahirkan kesimpulan bahwa Terdakwa 
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak 
Pidana “melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, 
pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan 
ancaman kekerasan, atau posisi rentan, penjeratan utang atau 
memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan 
dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan 
mengeksploitasi orang tersebut di Wilayah Republik Indonesia”; 
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Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini 
maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan dipersidangan 
sebagaimana telah termuat dalam berita acara persidangan, dianggap 
telah termaktub dan merupakan suatu kesatuan yang tidak 
terpisahkan dengan putusan ini; 
Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya 
berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap 
dipersidangan terdakwa telah terbukti secara hukum melakukan tindak 
pidana sebagaimana yang diatur dalam dakwaan Kesatu melanggar 
Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Perdagangan Orang dan menuntut agar Terdakwa 
dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp. 
60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 1 bulan kurungan. 
Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyesali 
perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi; 
Menimbang, bahwa untuk dapatnya Terdakwa dipersalahkan 
melanggar dakwaan tersebut maka perbuatan terdakwa haruslah 
memenuhi unsur-unsur sebagai berikut : 
1) Unsur setiap orang : 
Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang 
menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 adalah orang 
perseorangan atau korporasi sebagai subjek hukum penyandang 
hak dan kewajiban. 
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Dalam perkara ini unsur setiap orang yang dimaksudkan sudah 
terpenuhi, yakni Tersangka IRMA HARIANI Alias NINI Alias FARAH 
Umur 34 tahu, lahir di Makassar, pada tanggal 8 November 1979, 
suku Bugis Jawa, agama Islam, Warga Negara Indonesia, jenis 
kelamin Perempuan, pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Ibu 
Rumah Tangga, Alamat Jalan Mongunsidi Baru Perumahan BTN 
Timu-rama AB 5 No. 10 C Kota Makassar. 
2) Unsur "yang melakukan perekrutan, penampungan, pengiriman, 
pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman 
kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, 
pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi 
rentan, penjeratan uang atau memberi bayaran atau manfaat 
walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang 
kendali atas orang lain, untuk tujuan mengekploitasi orang 
tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia": 
Menimbang, bahwa unsur ke dua ini mempunyai pengertian 
alternatif, yang mana untuk dapat dinyatakan bahwa unsur ini telah 
terpenuhi tidak harus semua sub unsur terbukti, jadi cukup salah 
satu sub unsur terpenuhi dapatlah dinyatakan unsur kedua ini 
terbukti; 
Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Perekrutan adalah 
tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau 
memisahkan seseorang dari komunitasnya; 
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Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Pengiriman adalah 
tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari suatu 
tempat ke tempat yang lain; 
Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Ancaman 
Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa 
ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik atau 
dengan tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut 
atau mengekang kebebasan hakiki seseorang; 
Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Penjeratan Utang 
adalah perbuatan menempatkan orang dalam status atau keadaan 
menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya 
atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau jasa 
pribadinya sebagai bentuk pelunasan utang; 
Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang 
terungkap dipersidangan, Tersangka IRMA HARIANI Alias NINI 
Alias FARAH telah melakukan perekrutan terhadap korban ANDI 
NUR ERVA, HASMIATI PUTRI Alias EMI dan SISKA PRATIWI 
Alias SISKA untuk dieksploitasi atau dipekerjakan di Kota Maumere 
Nusa Tenggara Timur. 
Menimbang, bahwa Tersangka IRMA HARIANI Alias NINI Alias 
FARAH telah melakukan pengiriman dan pemindahan dengan cara 
bersama-sama dengan Korban ANDI NUR ERVA, HASMIATI 
PUTRI Alias EMI, dan SISKA PRATIWI Alias SISKA berangkat 
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menuju Kota Maumere Nusa Tenggara Timur dengan 
menggunakan KM. SIRIMAU pada tanggal 11 Juni 2013 pukul 
02.00 wita dan tiba di Pelabuhan Larangtuka pada tanggal 12 Juni 
2013 pukul 03.00 wita, namun barang bukti berupa tiket kapal telah 
dibuang pada saat berada diatas kapal. 
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis 
Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa terbukti melakukan 
perekrutan, pengangkutan, pengiriman dan pemindahan terhadap 
saksi korban. 
Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 2 ayat (1) 
UU Nomor 21 Tahun 2007 telah terbukti maka Majelis Hakim 
berpendapat dan berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti secara sah 
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perdagangan 
Orang, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 21 
Tahun 2007. 
Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata pada diri 
terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan pemaaf yang 
yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa serta terdakwa 
dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh 
karena berdasarkan pertimbangan diatas terdakwa adalah pelaku 
tindak pidana dan dinyatakan bersalah, maka berdasarkan ketentuan 
Pasal 193 ayat (1) KUHAP terdakwa harus dijatuhi pidana; 
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Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah 
dan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP 
kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya 
akan disebutkan dalam amar putusan ini; 
Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada 
terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal yang 
memberatkan dan hal yang meringankan terdakwa; 
Hal yang memberatkan : 
1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat; 
2. Perbuatan Terdakwa merugikan diri sendiri dan keluarga. 
Hal yang meringankan : 
1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya; 
2. Terdakwa sopan dipersidangan; 
3. Terdakwa belum pernah dihukum; 
4. Terdakwa merupakan tanggungan keluarga dan 
mempunyai anak kecil. 
Mengingat, ketentuan dalam Pasal 193 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan 
Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta pasal-pasal 
lain yang terkait dalam perkara ini. 
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2. Amar Putusan 
Adapun Amar Putusan dalam Kasus No. 
1404/Pid.B/2013/PN.Mks adalah sebagai berikut : 
1. Menyatakan bahwa Terdakwa IRMA HARIANI Alias NINI Alias 
FARAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana “Melakukan perekrutan,  pengangkutan, 
penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan 
seseorang dengan ancaman kekerasan, atau posisi rentan, 
penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun 
memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas 
orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di Wilayah 
Republik Indonesia” 
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IRMA HARIANI Alias NINI 
Alias FARAH 
Oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, 
denda Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan subsidair 1 
(satu) bulan; 
3. Menetapkan bahwa selama Terdakwa ditahan akan dikurangkan 
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; 
5. Menyatakan barang bukti 1 (satu) unit Handphone Blackberry Bold 
warna hitam,. 3 (tiga) unit Handphone Blackberry Gemini warna 
putih dirampas untuk Negara; 
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6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara 
sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). 
3. Analisis Penulis 
Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan sebuah 
putusan sangatlah penting dimana majelis hakim harus 
mempertimbangkan secara matang fakta-fakta yang terungkap 
dipersidangan. Majelis Hakim dalam Kasus No. 
1404/Pid.B/2013/PN.Mks telah mempertimbangkan kesesuaian 
Dakwaan Penuntut Umum yang pertama yaitu menyatakan para 
terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 21 
Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan 
Orang. 
Menurut Bapak Eko Purwanto, sebagai hakim yang 
diwawancarai penulis pada tanggal 13 Januari 2016 mengemukakan 
bahwa : 
Di dalam memutus suatu perkara seorang hakim harus mencari 
dan memperhatikan fakta-fakta yang terbukti dan terungkap 
dipersidangan, yang dimana fakta-fakta ini tidak terlepas dari 
keberadaan alat bukti baik surat maupun berupa keterangan terdakwa 
dan keterangan saksi. Seorang hakim juga harus memperhatikan 
keberadaan hal-hal yang dapat menjadi penghapus pidana, baik 
berupa alasan pemaaf maupun pembenar.  
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 Terkait dengan penjatuhan vonis perkara No. 
1404/Pid.B/2013/PN.Mks, pelaku dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) UU 
RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Perdagangan Orang hal ini didasari karena kesemua unsurnya telah 
terpenuhi. Disamping itu hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang 
memberatkan yaitu perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat  dan 
adapun hal-hal yang meringankan yaitu terdakwa belum pernah 
dihukum dan menyesali perbuatannya, terdakwa sopan 
dipersidangan, dan terdakwa juga memiliki anak yang masih kecil. 
Menurut penulis, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar 
telah tepat dalam menjatuhkan vonis Tindak Pidana Perdagangan 
Orang Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan terdakwa 
dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda 
sebesar Rp. 60.000.000 ,- (enam puluh juta rupiah) dan subs 1 (satu) 
bulan kurungan. 
Secara teknis dalam kasus ini, berdasarkan Pasal 33 KUHP Jo 
Pasal 22 ayat 4 KUHAP yang mengatur tentang lamanya terdakwa 
berada dalam masa penahanan akan dikurangi seluruhnya pada saat 
menjalani kasus ini, berdasarkan Pasal 193 ayat 2 sub b KUHP 
menetapkan agar supaya terdakwa tetap ditahan, dan berdasarkan 
Pasal 222 KUHAP terdakwa akan dibebani biaya perkara, maka 
majelis hakim secara formil telah memenuhi syarat dan ketentuan 
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yang ada berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang 
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 
Berdasarkan analisa penulis tentang pertimbangan hukum 
hakim dalam perkara putusan No. 1404/Pid.B/2013/PN,Mks, penulis 
sependapat dengan hal tersebut dikarenakan dalam memutuskan 
perkara Majelis Hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang 
logis dan relevan, mulai dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, 
terpenuhinya sesuai dengan pasal yang didakwakan dan tidak ada 
alasan pembenar dan pemaaf. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan diatas, penulis menyimpulkan 
sebagai berikut : 
1. Penerapan hukum pidana pidana materiil oleh Jaksa Penuntut 
Umum sudah tepat karena penulis berpendapat bahwa unsur 
Tindak Pidana Perdagangan Orang terbukti yaitu : 
a. Unsur setiap orang; 
b. Unsur "yang melakukan perekrutan, penampungan, 
pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan 
ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, 
penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan 
kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang atau memberi 
bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari 
orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan 
mengekploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik 
Indonesia": 
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku 
tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan No. 
1404/Pid.B/2013/PN.Mks. Menurut penulis sudah sesuai dengan 
ketentuan yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP yakni hakim 
dalam menjatuhkan pidana sekurang-kurangnya berdasarkan dua 
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alat bukti dan keyakinan bahwa suatu tindak pidana itu benar 
terjadi, dan alat bukti dalam kasus ini adalah berupa keterangan 
saksi dan keterangan terdakwa sehingga hakim memperoleh 
keyakinan bahwa terdakwa Irma Hariani melakukan tindak pidana 
perdagangan orang tersebut. Serta dengan melihat pertimbangan 
hakim baik yang meringankan maupun yang memberatkan 
terdakwa. 
B. Saran  
Berdasarkan kesimpulan diatas, adapun saran penulis adalah 
sebagai berikut : 
1. Penuntut umum harus teliti dan cermat dalam menyusun surat 
dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim di sidang 
pengadilan, dan mengenai penerapan pidana materiil terhadap 
kasus perdangan orang khususnya anak dalam hal ini baiknya jika 
hakim bisa lebih mengedepankan pertimbangan terkait anak ini. 
2. Dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dilakukan dengan 
teliti serta memperhatikan fakta dipersidangan sehingga harapan 
dan tujuan dari terbentuknya undang-undang perdagangan orang 
ini dapat diwujudkan, serta dapat memberi upaya preventif bagi 
pelaku untuk tidak melakukan kejahatannya lagi serta bagi orang 
lain untuk tidak melakukan tindak pidana ini, sehingga kasus 
perdagangan orang khususnya anak dalam hal ini dapat 
terminimalisir. 
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